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RISALAH

RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN REMBANG

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN

DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG TATA TERTIB

Hari : Kamis

Tanggal : 19 September 2A24

Waktu : 10.00 WlB.

Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

JENIS RAPAT : Rapat Paripuma DPRD Kabupaten Rembang

SIFAT RAPAT : Terbuka

ACARA RAPAT :

1. Pembukaan;

2. Pengumuman perubahan Pimpinan dan Anggota Fraksi Partai

Kebangkitan Bangsa;

3, Laporan Tim Penyusun atas Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata

Tertib DPRD Kabupaten Rembang;

4. Pendapat fraksi terhadap Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata

Tertib DPRD Kabupaten Rembang;

5. Permintaan Persetujuan secara lisan dari anggota terhadap

Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten

Rembang;

6. Penutup.



tv. PIMPINAN RAPAT

1. Nama : H. Abdul Rouf

2. Jabatan : Ketua Sementara DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama

2. Jabatan

: Nur Purnomo Mukdiwidodo, S.lP,

: Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

vl. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

3. Fraksi PDI Perjuangan

4. Fraksi Demokrat

5. Fraksi Nasdem Berftarya

6. Fraksi Hanura Amanah

Jumlah

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

Fraksi PDI Perjuangan

Fraksi Demokrat

Fraksi Nasdem Berkarya

Fraksi Hanura Amanah

Jumlah

ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

Fraksi PDI Perjuangan

Fraksi Demokrat

Fraksi Nasdem Berkarya

Fraksi Hanura Amanah

Jumlah

: I orang

: 8 orang

: 7 orang

: I orang

: 8 orang

: 6 orang

2.

3.

4.

5.

6.

:45 orang

: 7 orang

: 6 orang

: 4 orang

: 5 orang

: 7 orang

:4 orang

: 33 orang

vilr.

2.

3.

4.

5.

6.

: 1 orang

: 2 orang

: 3 orang

: 3 orang

: 1 orang

: 2 orang

: 12 orang



IX. JALANNYA RAPAT

PIMPINAN RAPAT : H. ABDUL ROUF

LAGU INDONESIA RAYA

Assalam u' alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat

Yang saya hormati

Rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Rembang.

Sekretaris DPRD beserta Staf.

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat kepada Allah SWT,

Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita, pada

hari ini Kamis tanggal 19 September 2A24 kita masih diberi kesempatan untuk

melaksanakan rapat paripuma dalam rangka Persetujuan Atas Rancangan

Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang. Ucapan terima

kasih dan apresiasi yang setinggitingginya kami sampaikan kepada Tim Penyusun

atas tersusunnya Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD

Kabupaten Rembang.

Rapat Dewan yang terhormal

Perlu saya sampaikan bahwa Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata

Tertib DPRD Kabupaten Rembang yang disusun oleh Tim Penyusun dalam

pembahasan dan penyusunannya berpedoman pada ketentuan yang berlaku, baik

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AM tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib

DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota , dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

80 Tahun 2415 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah. Dan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib

DPRD Kabupaten Rembang hasil penyusunan Tim Penyusun juga telah

dikonsultasikan di Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 5

September 2A24, serta dilakukan harmonisasi dan finalisasi bersama Pimpinan

Sementara DPRD pada tanggal 11 September 2024..

Rapat Dewan yang terharmat,

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten

Rembang bahwa darijumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara

fisik dan menandatangani daftar hadir dalam rapat paripurna ini adalah sebanyak 33

orang.

Keabsahan rapat paripurna ini, merujuk Pasal 97 ayat (1) huruf c Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib

DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota yang menyebutkan Rapat Paripurna

memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari y, ( satu perdua ) jumlah

anggota DPRD untuk rapat paripurna DPRD selain untuk mengambil persetujuan

atas pelaksanaan hak angket, hak menyatakan pendapat, mengambil keputusan

mengenai usul pemberhentian kepala daerah danlatau wakil kepala daerah,

memberhentikan pimpinan DPRD serta untuk menetapkan peraturan daerah dan

APBD.

Dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan atas dasar jumlah fisik

anggota yang hadir, maka kuorum Rapat Paripurna DPRD hari ini telah terpenuhi

dan rapat paripuma dapat kita lanjutkan.

Untuk itu dengan mengucap .Bismillahinohmanirrohim" 
tepat pukul 11.35

WIB Rapat Paripurna dalam rangka Persetujuan atas Rancangan Peraturan

DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang saya nyatakan dibuka.

( Ketuk palu 3 kali )



Rapaf Dewan yang terhormat,

Sebelum berlangsung ke acara, perlu saya sampaikan bahwa sesuai

undangan yang beredar pada pelaksanaaan rapat paripuma ini terdapat agenda

Pengumuman dan Penetapan Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang Masa

Jabatan 2A24-2029. Dengan pertimbangan anggaran yang tersedia untuk

pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD Masa Jabatan 2A24-2A29 hanya sekali

dan usulan dari partai politik yang berhak mengisi kursi pimpinan baru dari 3 (tiga)

partai, maka pimpinan sementara sepakat pelaksanaan pengumuman dan

penetapan pimpinan DPRD tidak dilakukan pada rapat paripuma ini, dan sepakat

pelaksanaannya dilakukan setelah keempat partai politik yang berhak mengisi kursi

pimpinan semuanya telah menyampaikan usulan nama calon pimpinan kepada

pimpinan sementara.

Atas hal tersebut, maka susunan acara rapat paripurna ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;

2. Pengumuman perubahan Pimpinan dan Anggota Fraksi Partai Kebangkitan

Bangsa;

3. Laporan Tim Penyusun atas Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib

DPRD Kabupaten Rembang;

4. Pendapat fraksi terhadap Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib

DPRD Kabupaten Rembang;

5. Permintaan Persetujuan secara lisan dari anggota terhadap Rancangan

Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;

6. Penutup.

Rapaf Dewan yang terhormat,

Kita masuki acara kedua yaitu Pengumuman perubahan Pimpinan dan

Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

Sesuai surat Pimpinan DPC Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 261IDPC-

03lA.2llN2A24 tanggal 11 September 2024 yang disampaikan kepada Ketua

Sementara DPRD, bahwa atas dasar surat DPW Partai Kebangkitan Bangsa



Nomor 5042/DPW-nfi1Vlfil2A24 perihal Penetapan llyas sebagai Ketua Fraksi

PKB Kabupaten Rembang, maka pimpinan DPC Partai Kebangkitan Bangsa

melakukan revisi atau perubahan terhadap susunan Fraksi Partai Kebangkitan

Bangsa Kabupaten Rembang yang telah dibentuk berdasarkan surat 260/DpC-

031A.2/rflW2A24. Atas hal tersebut, dengan merujuk Pasal 120 ayat (7) dan Pasal

122 ayal (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, maka saya umumkan

perubahan susunan Pimpinan dan Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

sebagai berikut:

- Ketua :llyas

- Wakil Ketua: Supadi

- Sekretaris : Joko Suwito, SE

- Anggota : 1. Bisri Cholil Laqouf

2. Maslichan, SE, MM

3. Nasirudin, S.Si

4. Ahmad Lutfy Arifin, ST

5. Muhammad lmron.

Rapat Dewan yang terhormat,

Kita ikuti acara ketiga, yaitu Laporan Tim Penyusun atas Rancangan

Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;

Kepada Ketua Tim Penyusun atau yang mewakili dipersilahkan untuk

menyampaikan laporannya.

==== LAPORAN TIM PENYUS[JIrI ====

Terima kasih Saudara Puji Santoso, S.P.,M.H. atas laporannya.

F flapo ran Tim Penyusun afas Rancangan Peraturan DPRD Tentang Tata

Tertib DPRD Kabupaten Rembang tertampir)



Rapat Dewan yang terharmat,

Demikian tadi telah kita ikuti dan dengar bersama laporan Tim Penyusun atas

Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

Selanjutnya marilah kita ikuti acara yang ketiga yaitu Pendapat Fraksi-Fraksi

terhadap Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten

Rembang.

Agar penyampaian pendapat fraksi dapat berjalan dengan tertib, maka kami

mohon kepada juru bicara dari masing-masing fraksi yang ditunjuk untuk

menunjukkan jari terlebih dahulu :

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan : Sdr. M. Lutfi Afifi, S.E.

2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : Sdr. Supadi

3. Fraksi PDI Perjuangan : Sdr. M. Rokib, S.Pd.

4. Fraksi Demokrat : sdr. Moh. Kumorohadi, s.Th.l.

5. Fraksi Nasdem Berkarya : sdr. H. Yatin Abdul zaenal

6. Fraksi Hanura Amanah : Sdr. Nur Arsya lrfana, S.M.

Selanjutnya secara berurutan dimulai dari juru bicara Fraksi Partai Persatuan

Pembangunan, dipersilahkan.

PENDAPAT FRAKSI

Nama Fraksi Setuju
Setuju dg.

Pensubahan
Ditolak

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan {

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ,/

Fraksi PDI Perjuangan ,/

Fraksi Demokrat ,/

Fraksi Nasdem Berkarya ,/

Fraksi Hanura Amanah ,/

Y (Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan DPRD tentang

Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang terlampir)



Rapat Dewan yang terhormat,

Baru saja kita ikuti dan dengar bersama laporan Tim Penyusun maupun

pendapat dari masing-masing fraksi terhadap Rancangan Peraturan DPRD tentang

Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang,

Dari pendapat fraksi-fraksi, meskipun ada beberapa saran ataupun masukan

yang harus diakomodir dalam Rancangan Tata Tertib, namun pada intinya fraksi-

fraksi dapat menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata

Tertib DPRD Kabupaten Rembang yang disusun oleh Tim Penyusun. Oleh karena

dapat keabsahan disetujui atau tidaknya Rancangan Peraturan DPRD yang

disusun oleh Tim Penyusun, adalah tergantung dari pemberian persetujuan

anggota, maka saya tawarkan kepada rekan-rekan anggota pada rapat paripurna

ini :

" Apakah Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten

Rembang yang disusun oleh Tim Penyusun dapat disetujui ?"

======== SgfUjU =======

Dengan suara bulatsernua anggota DPRD yang hadir menyetujui

( Ketuk palu 1 kati)

Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang

yang telah disetujui ini, dengan memperhatikan saran serta masukan dari fraksi,

selanjutnya akan disampaikan kepada Gubemur Jawa Tengah untuk dilakukan

fasilitasi, sebelum nantinya Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib ini

ditetapkan menjadi Peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD Definitif.

Rapat Dewan yang terhormat,

Agenda rapat paripurna telah kita lalui, maka selesai sudah acara rapat

paripurna pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya serta mohon



maaf atas segala kekurangan saya di dalam memimpin rapat. Akhimya dengan

mengucap "Alhamdulillahirobhil 'alamin t' tepat pukul 12.2s WlB, Rapat

Paripurna DPRD dalam rangka Persetujuan atas Rancangan Peraturan DPRD

tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, saya nyatakan ditutup,

( Ketuk palu 3 kati )

UUassala mu' alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA SEMENTARA,

H. ABDUL ROUF

NrP, 19730401 199303 1 002



LAMPIRAN: RISALAH RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN
REMBANG TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN
PERATURAN DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG
TATA TERTIB DPRD KABUPATEN REII{BANG

LAMPIRAN I

LAMPIRAN II

LAMPIRAN III

LAMPIRAN IV

LAMPIRAN V

: Daftar Hadir Pimpinan Sementara dan Anggota DPRD
Kabupaten Rembang;

. Laporan Tim Penyusun Tata Tertib DPRD Kabupaten
Rembang;

: Rancangan Peraturan Dewan perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun Z0Z4
tentang Tata Tertib Dewan Penruakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang;

Keputusan Pimpinan Sementara Dewan penrvakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor G Tahun
2024 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan
Pimpinan Sementara Nomor 4 Tahun 2AZ4 tentang
Pengumuman Fraksi - Fraksi Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Masa Jabatan
2A24 - 2029;

Berita Acara Nomor 100.11 34 12024 tentang
Pengumunan Perubahan Pimpinan dan Anggota Fraksi
Partai Kebangkitan Bangsa;



DAFTAR HACIIR
RAPAT FARIPURNA DPRD KABUPATEN N[ffi8AHG

' TERI{AIT pERsEruJUAltl ftAHcAitGAtl PERATuRAN DPRD TEi{TANG TATA TERT|E DPRD KABuPATEN
RETjiBANG

t{ARlfTAf{GGAL : KAfilt,S, I q SEFTEITSBER t0Z4
PUKUL :10.00 ffiB

f{o H&Tf;A, JABA'?AH TA},T&$ TA$*GA#ir KETI f $ 4 5rr(finst rr*I,iIIU ?,tst{SAf UAN
FEMBANGU}IAN 1

1 H. ABDUL ROUF Ketua Sernentara 1

{
2 SUMARDI Anggota {1 f ,/&g
3 H MUIJAMMAD ROFII Anggota \ nn>* 7
4 AB$UL MU'IN Anggata

( H. $UP.48I Anggota Ft-* \-t
t} H" M. ML'RSYID. S T Anggota

-< ttr \,
I M. LUTFIAFIFI, S.r. Anggota 7 

"*&; h

I NI'MA DHruA Angg*ta
{*-.', n 
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FRAKSI PARTAI I€BANGTTITAH
BAHGS& t

g H, BISRICHOLIL LAQOUF Waki* Ketua $ementara elb
10 ILYAS Anggota

\
4ntv

{n SUPADI Anggota 11 tt{
1? JOKCI $UwlTO, $.8. Anggota ,r{#y
13 MASLICHAI'{, S. 8.. h,I.M, Anggota 13*---" . _\-
14 r,{A$tRUSlN, S,Si. Anggota * orwf/
15 MUHAMMA} IMRON Anggota 15

16 ACHMAO LUTFY, S.T. Anggota rc{\)),vfiW

FRAfi$} FH PTRJUA},IGAN

17 ABI PURWOTO Anggata 17

18 NUR SAHID Anggota 18W
,to M- ROKIB, S.Pd. Anggota * f{puaYf A r,
28 SONNY KURNIAWAN, $.8", M.M" Anggota d.L, /f{w,
2tr RIDWAN, S I{., M.H, Anggota n4 t

V

ZI H. WIDODO, S.H Anggo{a tt
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4
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24 H. PARLAN, S.Pd-I. Anggota ?4 ,/4,\-.- ''7
)8, JOKO SUPRIHADI, $.H, Anggcte /zs
?6 MUHAMMAD KUMORSHASI. $.Th. I Anggota ,u 5+*-,
tt H. GUNASIH, $.8 AnggCIta 4a

28 ACHMAD ZAMI.IURI, S.H" Anggota 28

29 MUGIYART&, S.T Anggota ;s .i{w
30 AHMAO $HODIQIN, S,H. Anggota 30 ," a/'V.: ---Aot PUJISANTO$O, $,P., M.H Anggota ffi

FRAKSI NASBES{ EERfiANYA

a4 H. YATIN ABDUL ZAENAT Tnq:y J* #W f\
33 KHAMID, S.8.,$y. Anggota , *r, :*{, 

_tr
34 SUSTIYONO Afiggota r\T _tc

Anggota ;
36 SUPRIYASI EKO PfiAPTOMS. S.E Anggota 36\ ;fu
37 FRISA IRIANI Anggcta ,r-1; qe'qk-y
38 ABSAHTO Anggota aftl-d*--"*- =- a
?o MARYONO Anggota J 4s,ffin

FRAKSI HANUBAAITANATI
-*<1 r-77--

40 DU'vIASIYQNO, $.H Anggota

41 NANDAI{A FATKHUi-LAH ZARKASI Anggota ur.{{
42 NUR ARSYA IRFANA, $.M. Anggota 42*;rff -
43 RUhifiNt Anggcta 43 ,;rrrl
44 Anggcta 44

45 SAHNINGSIH, $.9 Anggola 45

Keterangan:

1 l:ljln
? g: sa*it

3 c:cuti
4 oL : ninas Luar

DPRD }(ABUPATEN REMBANG
PIMPINAN RAF



PARTAI PERSATUAN PEilIBNGUITAN
DEWAN PERWAT(ILAN RAKYAT DAERATI

I(ABUPATEN REMBANG

TERIIADAP

RAI{CANGAN PERATURAN DPRD TENTANG
TATA TERTIB DPRD I{ABUPATEN REMBANG

DISAMPAIKAI{ DALAM RAPAT PARIPURilA
DPRD I(ABUPATEN RTMBAI{G

Hari : KAMIS, L9 SEPTEMBER 2024
Dibacakan oleh : M. LUTFI AFIFI, S.E.

rRAI(SI PARTAI PERSATUAI{ PTilIB!{GUNAIY
DEIIIAN PERUIAKILAI{ RAKYAT DAERAH

KABI'PATEI{ REMBANG
Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691t94 Kode Pos 59212 Rembang



FRAKSI PARTAI PERSAI'UAN PEMBANGUNAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 5gtt94 Kode pos 59212
REMBANG

PENDAPAT FRAKSI

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB DPRD

KABUPATEN REMBANG

Kamis, 19 SEPTEMBER 20?.4
Dibacakan oleh : M. IUTFI AFIFI, S.E.

Assolamu' alai <um Worohmatullahi wobarokatuh....

BISM I LLAH I RRO H M AN I R RO H I M....,

Alhomdulillahi Robbil a'lamiin, asholatu wossolomu a'la Sayyidina Womoulana
Muhammadin, wo'olo olihi wosohbihi ajmo'iin..., Ammo bq'du ...

Yang kami hormati :

=> Sdr. Pimpinan Sementara dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang.

=> Sdr. Sekretaris Dewan beserta staf , Dan Semua hadirin yang berbahagia.

Sebelum kami lanjutkan penyampaian Pendapat Fraksi ini, terlebih dahulu
marilah kita selalu memanjatkan segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita
semua nikmat iman dan lslam. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada
junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, sosok yang membawa risalah kebenaran dan
mengajarkan kita tentang pentingnya kasih sayang, keadilan, dan perdamaian.



Pada kesempatan yang penuh berkah ini, kan ii dari Fraksi Partai Persatuan

Pembangunan (PPP) mengucapkan "seliantat Memperingati Maulid Nabi Muhammad

SAW' kepada s,eluruh umat lslam di lndonesia dan di seluruh dunia. Semoga peringatan

ini menjadi momentum bagi kita semua untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT

dan meneiadani setiap langkah perjuangan serta akhlak mulia Rasulullah SAW.

Sidang Dewou yang komi hormati...,

Mengawati penyampaian Pendapat Fraksi tentang persetujuan atas Rancangan

Peraturan DPRD Rembang tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang ini, kami

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ingin menyampaikan beberapa pendapat

dan pemikiran terkait penyusunan tata tertib yang sebagaimana telah dilaporkpn oleh

Tim Penyusun Rancangan Peraturan DPRD Rembang tentang Tata Tertib DPRD

Kabupaten Rembang.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyadari bahwa Rancangan Tata Tertib ini

memiliki peran strategis sebagai landasan formal dalam mengatur berbagai aspek teknis

dan administratif terkait pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Rembang. Oleh

karena itu, karni ingin menyampaikan pendapat kami sebagai berikut:

Pertama, Fraksi PPP mengapresiasi segala upaya yang telah dilakukan oleh Tim

Penyusun tata tertib DPRD Kabupaten Rembang dalam menyusun rancangan tata tertib
ini. Kami mellhat rancangan ini disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek

penting yang akan mendukung peningkatan kinerja DPRD dalam menjalankan tugas

legislasi, pengawasan, dan anggaran. Tata tertib ini harus menjadi instrumen untuk

memperkuat peran DPRD sebagai lembaga legislatif yang profesional dan akuntabel.

Kedua, Fraksi PPP mendukung tata tertib yang memperkuat fungsi legislasi dan

pengawasan DPRD. Setiap aturan harus memberikan ruang yang cukup bagi DPRD untuk

menjalankan tugas pengawasan terhadap eksekutif, terutama terkait dengan

penggunaan anggaran, pelaksanaan program pemerintah daerah, dan peraturan daerah.

Ketiga, dalam hal efisiensi kerja, Fraksi PPP mengharapkan bahwa tata tertib ini dapat

memberikan panduan yang efektif dalam mengatur jalannya sidang dan rapat.rapat di

DPRD. Pengaturan yang jelas dan terukur terkait mekanisme rapat, pengambilan

keputusan, sr rta tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah harus diatur
dengan detail, agar semua kegiatan dapat berjalan lancar, tepat waktu, dan tetap
menjaga kualitas hasil pembahasan.

Terakhir, Fraksi PPP menyatakan dukungannya atas persetujuan Rancangan Peraturan
tentang tata tertib ini, dengan harapan bahwa setiap.masukan yang telah disampaikan
oleh fraksi-fraksi lain dapat dipertimbangkan dengan baik, sehingga tata tertib yang
disahkan benar-benar mencerminkan kepentingan bersanra dan menjadi panduan yang
kokoh dalam menjalankan tugas dan fungsi DPRD ke depan.



Sidang Dewon yang kami hormoti,.,,

Selanjutnya, kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), setelah

mencermati dan menelaah terhadap "RANCANGAN PERATURAN DPRD TENTANG TATA

TERTIB DPRD KABUPATEN REMBANG" dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim
,,MENERIMA ,OAN MENYETUUT' RANCANGAN PERATURAN DPRD TENTANG TATA

TERTIB DPRD KABUPATEN REMBANG ini untuK DITETAPKAN MENTAD, "PERATURAN

DPRD TENTANG TATA TERTIB DPRD KABUPATEN REMBANG".

Demikian Pendapat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terhadap
"Rancangan Peraturan DPRD Rembang tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang."

Semoga tata tertib ini dapat memberikan kontribus, positif bagi peningkatan kinerja
DPRD serta membawa manfaat yarrg nya'ta bagi masyarakat Kabupaten Rembang.

Akhirnya rnari l<ita mohon pada ALLAH SWT, semoga kita selalu diberikan petunjuk,
kernudahan dan kelancaran dalam beraktifitas, sehingga upaya dan usaha kita,
mandapatkan hasil maksimal dan bermanfaat untuk masyarakat serta Pemerintah
Kabupaten Rembang.

Terima kasih atas segala perhatianya, dan mohon maaf atas segala kekurannya.....

Billahi Taufiq wal hidayah ..., Wallahul muafiq ilaa aqwamithotiiq ........

W d ssol o m u o' lo iku m Wo roh motulta h i Wo ba roko atuh....

Rembang , 19 September 2024

PIMPINAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DEWAN PERWAKTLAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

KETUA

,a?/
survr(nol

SEKRETARIS

ABDUL MU'ID, S.IP
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PENDAPAT

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

DEWAN PERWAKIIJIN RAIryAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DPRD

TENTANG

TATA TERTIB DPRD KABUPATEN REMBANG

disampaikan oleh

Pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Rembang, Kamis 19 September 2024

Assalsmu 'alaikum wr wb.

Yang kami Hormati, Ketua dan Wakil Ketua sementara DPRD Kabupaten

Rembang

Yang kami Hormati Pimpinan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Rembang.

Yang kami Hormati Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang beserta iaiarannya.

serta seluruh hadirin yang berbahagia.

Mengawali penyampaian Pendapat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

IFPKBJ, rerlebih dahulu marilah kia panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT

atas segala limpahan Rahma! Taufiq dan Hidayah-Nya dan tidak lupa Sholawat

dan salam selalu kita curahkan kepada juniungan kit4 Nabi Agung "Muhammad

SAW" yang selalu kita tunggu safaatnya sampai yaumul khiamah nanti, Aamiin

Allah Humma Aamiin.



Hadirin Sidang paripurna yang kami Muliakan

Selaniutnya kami dari FPKB mengucapkan terima kasih kepada pimpinan

Tim Penyusun Tatib DPRD Kab. Rembang yang telah memberikan laporan hasil
Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Rembang

dan juga kepada seluruh anggota Tim Penyusun Tatib yang telah bersusah payah

melakukan pembahasan Rancangan Peraturan DPRD tersebut yang tentu ini
semua dilakukan untuk meningkatkan kinerja anggota DPRD dalam menjalankan

tugas pokok dan fungsinya.

Hadirin Sidang Paripurna yang kami Muliakan

Tata Tertib DPRD merupakan norma atau aturan yang mencakup kesatuan

etik dan filosofis sikap dan prilaku anggota DPRD dalam menjalankan tugas

pokok dan fungsinya. Tata tertib ini dimaksudkan sebagai payung hukum, acuan,

dasar dan batasan yang sifatnya mengikat terhadap segala bentuk aktifitas yang

berhubungan dengan tupoksi DPRD yang tentu saja dalam penyusunannya tidak

boleh bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor LZ Tahun Z01B

tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakitan Rakyat Daerah

Provinsi, Kabupaten, dan Kota dan regulasi-regulasi lain yang berkaitan dengan

tupoksi DPRD. Maka dari itu, Peraturan DPRD tentang Tatib ini harus segera

disahkan agar DPRD Kab. Rembang dapat melaksanakan tugasnya dengan

legitimate, efektif dan efisien.

Hadirin Sidang Paripurna yang kami Muliakan

Setelah mendengarkan laporan Ketua Tim Penyusun atas hasil pembahasan

Terhadap RANCANGAN PERATURAN DPRD Tetantang Tatib DPRD Kab.

Rembang, FPKB bisa memahami laporan tersebut Namun demikian, FpKB



memandang perlu untuk memberikan pandangan, catatan, saran atau

rekomendasi terkait Rancangan Peraturan DPRD ini, sebagaimana berikut :

Tugas DPRD sebagai wakil ralryat untuk menyerap, menghimputr,

menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat sebagaimana

diucapkan oieh seluruh anggota DPRD dalam sumpah janji saat pelantikan

anggota DPRD sangatlah berat Selain dituntut untuk mempunyai

pemahaman yang cukup atas tupoksi, kewenangan, hak dan kewajiban

DPRD, setiap anggota DPRD iuga dituntut untuk menjalin koordinasi dan

komunikasi yang intensif dan kontinyu dengan berbagai elemen

masyarakat baik di dapil maupun di luar dapilnya serta berbagai

steakholder Pemerintahan. Maka dari itu, Aturan-aturan dalam peraturan

DPRD tentang tatib DPRD yang dirasa menghambat kinerja DPRD harus

direvisi, begitu juga dengan hal-hal yang belum diatur padahal dirasa perlu

untuk dimasukkan dalam Tata Tertib DPRD maka juga perlu ditambahkan

untuk mendukung kelancaran tugas tugas DPRD.

Mengingat keterbatasan waktu yang dimiliki Tim Penyusun Tatib dalam

membahas rancangan perubahan peraturan DPRD ini, sangat

memungkinkan adanya aturan-aturan penting yang belum termaktub atau

sudah termaktub dalam peraturan DPRD ini tapi masih bersifat global dan

perlu penjabaran lanjutan. Terhadap hal-hal semacam ini, FPKB

menekankan perlunya ditindak-laniuti dengan Keputusan Pimpinan DPRD

melalui mekanisme Rapat Pimpinan Gabungan untuk menjamin seluruh

aktifitas DPRD dalam menjalankan tupoksi sudah sesuai aturan dan

dilindungi oleh payung hukum.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan peraturan DPRD tentang Tatib

ini, FPKB menekankan pentingnya koordinasi antara pimpinan DPRD

dengan setwan DPRD sebagai fasilitator kegiatan DPRD untuk sinkronisasi,

harmonisasi dan penyamaan persepsi atau interpretasi atas pasal-pasal

yang tertuang dalam peraturan DPRD untuk menghindari terhambatnya

kinerja DPRD karena adanya perbedaan persepsi dan interpretasi antara

1.

z.

3.



DPRD dan Setwan DPRD dalam memahami pasal-pasal dalam peraturan

DPRD tentang Tatib DPRD Kab. Rembang.

Hadirin Sidang Paripurna yang kami Muliakan

Demikian beberapa catatan dan saran dari kami, dengan mengucapkan

Bismilahirrahmanirrahim FPKB menyatakan Dapat Menerima dan menyetuiui
"RANCANGAN PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB DPRD

KABUPATEN REMBANG " untuk ditetapkan dan disahkan sebagai Peraturan

DPRD Kabupaten Rembang. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wallahul Muwaffiq IIaa Aqwamit Thorieq

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 19 September ZOZ4

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

DEWAN PERWAKITAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

ILYAS

Ketua

'fu
IOKO SUWTTO,SE

Sekretaris



PENDAPAT FRAKSI

PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG
TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DPRD KABUPATEN REMBANG
NOMOR l TAHUN 2024 TENTANG TATA TERTIB DPRD

Disampaikan Oleh :

Dalam
RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN REMBANG
19 SEPTEMBER 2024



FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DE:WAN PERWAKTLAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Sekretariat r JL. P. Diponegoro. 88 Rembang 59212
Telp. r (0295) 69lt494Fax. (0295) 693290

: setdprd@rembangkab.go.id

PENDAPAT FRAKSI

PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG
TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DPRD KABUPATEN REMBANG
NOMOR l TAHUN 2024 TENTANG TATA TERTTB DPRD

Assalomu' olaikum Wr, Wb

Salom Sejahtera bdgi Kita Semua,

MERDEKA!

Yang terhormat, Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kab. Rembang,

Yang terhormat, sekretaris DPRD Kab. Rembang, Kabag beserta jajarannya.

Mengawali penyampaian Pendapat Fraksi kali ini marilah kita bersama

memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWf, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas

rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan, untuk

menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang pada hari ini. Berikut Sholawat

beriring salam tak lupa kita haturkan kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW,

semoga kita mendapat syafaatnya diYaumil Mahsyar. Aamiin Ya RobbalAlamin...



Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Menanggapi Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang tentang Tata

Tertib DPRD, pertama-tama kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada

seluruh anggota Tim Penyusun yang telah melakukan pembahasan secara mendalam

tanpa mengenal lelah dan penuh kebersamaan sehingga pembahasan Rancangan Tata

Tertib tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Kami sangat menyambut baik Rancangan Peraturan tentang Tata tertib DPRD

tersebut serta menerima dan menyetujuinya. Dan kami sangat berharap semoga

Peraturan DPRD tentang Tata Tertib tersebut dapat diterapkan,dilaksanakan dan

dipatuhi dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan fungsi tanggung jawab oleh seluruh

anggota DPRD.

Demikian penyampaian Pendapat Fraksi PDI Perjuangan terhadap Rancangan

Peraturan DPRD tentang Tata Tertib ini, jika ada penyampaian kata yang kurang

berkenan, mohon untuk dimaafkan.

Terima kasih atas waktu yang telah diberikan, semoga Allah SWT selalu

memberikan petunjuk, kemudahan, kelancaran dan perlidungan untuk kita semua.

Aamiin..Aamiin..Yarobbal allamin..

Wabillahi taufiq wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr, Wb,

Merdeka....Merdeka....Merdeka....

Ketua

ADI PURWOTO

Sekretaris

M.ROKIB, S.Pd





PENDAPAT FRAKSI DEMOKRAT

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DPRD TENTANG

TATA TERTIB DPRD KABUPATEN REMBANG

FRAKSI DEMOKRAT

DPRD KABUPATEN REMBANG

REMBANG, KAM|S, 19 SEPTEMBER 2024

DIBACAKAN OLEH :

MUHAMMAD KUMOROHADT, S.Th.t.
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DEWAN PERWAKITAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

FRAKSI DEMOKRAT

Jl. Diponegoro No.88 RembangTelp. (0295) 6glrtg4

PENDAPAT FRAKST DEMOKRAT

ATAS

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB

DPRD KABUPATEN REMBANG

Bism i I lo hi rroh m onn i rrohi m

Assa I a m u' a la i ku m W r.Wb.

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.

Yang Terhormat,

Semua Anggota DPRD Kabupaten Rembang.

Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita mengucapkan puji

syukur Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa yang

telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayahnya sehingga sampai

saat ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri rapat

paripurna DPRD Kabupaten Rembang atas Rancangan Peraturan DPRD

tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang. Kami Fraksi Demokrat

Mengucapkan Selamat Selamat Maulid Nabi Muhammad SAW 2024. Mari

kita jadikan hari ini sebagai titik awat untuk memperbaiki diri dan

men ingkatkan ketakwaa n.



Sidang Paripurna yang Kami Hormati,

Terimakasih kepada saudara pimpinan yang telah memberikan
kesempatan kepada fraksi Demokrat untuk menyampaikan pendapat
fraksi atas rancangan peraturan DPRD tentang Tata Tertib DpRD
Kabupaten Rembang.

Kami fraksi Demokrat menerima dan menyetujui ,,RANCANGAN

PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB DPRD KABUPATEN REMBANG'.
Dengan beberapa saran dan masukan, antara lain ;

1. Bahwa Tatib DPRD merupakan rure of the game ( aturan main
anggota dan pimpinan DPRD )jadi Fraksi Demokrat berharap agar
seluruh anggota dan pimpinan DPRD dalam bekerja dan bersikap
harus sesuai dengan tatib yang terah di buat sendiri.

2. Mencermati fenomena beberapa tahun terakhir bahwa kepala
daerah / bupati sering melakukan keterlambatan dokumen dalam
menyampaikan dokumen KUA ppAS dan R APBD. Dan ini sangat
menggangu kinerja pemerintahan di Kabupaten Rembang.
Meskipun sudah diatur di dalam Peraturan perundang-undangan,
akan tetapi alangkah baiknya kalau batasan waktu itu dituangkan
dalam Tata Tertib, sehingga di dalam pasal 1g ditambahkan L
pasal lagi yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah ( pp ) Nomor
12 Tahun zOLg tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. pasal

tambahan bisa berbunyi :

a. Kepala Daerah yang menyampaikan Rancangan KUA dan
Rancangan PPAS kepada DPRD paling Lambat Minggu ke dua
bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara kepala
daerah dan DpRD.

b. Kepala Daerah dapat mengajukan usulan penambahan kegiatan
/ sub kegiatan baru dalam rancangan KUA dan Rancangan ppAS

yang tidak terdapat dalam RKPD untuk disepakati bersama
dengan DPRD dalam pembahasan Rancangan KUA dan Rancangan
PPAS.

c. Penambahan kegiatan/ sub kegiatan baru tersebut sepanjang
memenuhi kriteria darurat atau mendesak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.



d. kesepakatan terhadap rancangan
ditandatangani oleh kepata daerah
lambat Minggu ke dua bulan Agustus.

KUA dan Rancangan ppAS

dan pimpinan DPRD paling

3. Berkaca pada kejadian yang selama ini terjadi di lnstitusi/
Lembaga DPRD Kabupaten Rembang mengenai ketepatan waktu
dalam melaksanakan rapat-rapat baik itu rapat internal, rapat alat
kelengkapan dewan maupun rapat paripurna seringkali
mengalami kemoloran yang sudah diambang batas kewajaran.
Kejadian seperti ini bilamana terjadi saat rapat paripurna yang
mengundang banyak tamu undangan termasuk Forkopimda
merasa sangat membosankan karena terlalu lama menunggu.
Sehingga waktunya akan terbuang sia-sia sehingga di beberapa
tahun terakhir mereka banyak tidak menghadiri undangan
paripurna di Gedung DPRD. untuk itu kami Fraksi Demokrat
mengusulkan adanya pengaturan di dalam Tatib DPRD agar
Marwah lembaga DPRD ini bisa tetap terjaga dan tetap dihadiri
oleh para tamu undangan seperti dutu. Alangkah baiknya kalau
toleransi kemoloran waktu yang tertera di dalam undangan bisa
dibatasi dan disepakati bersama, karena kehadiran anggota DpRD
sangat diperlukan untuk memenuhi kuorum. Jadi ini akan menjadi
perhatian kita bersama agar rapat paripurna bisa dilaksanakan
dengan tepat waktu dan memenuhi kuorum. apabila tidak
memenuhi kuorum maka bisa di tunda sesuai dengan ketentuan
yang telah diatur dalam tata tertib ini.

4. sesuaiPP LzTahun ZOL9 pasal tO4:
Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan perda tentang APBD
disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DpRD paling
lambat 60 ( enam puluh ) hari sebelum 1 ( satu ) bulan tahun
anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama
antara kepala daerah dengan DPRD. Hal ini seringkali ditanggar
oleh kepala Daerah ketika. menyampaikan dokumen R APBD
sangat terlambat dan sangat mepet dibatas akhir penetapan
APBD yaitu 1 ( satu ) bulan sebelum tahun anggaran berakhir,
sehingga sangat menyulitkan DPRD dalam memberikan waktu
untuk pembahasan rancangan APBD tersebut.



Demikianlah Pendapat Fraksi Demokrat ini kami sampaikan, akhirnya

kepada semua anggota DPRD Kabupaten Rembang yang hadir, Kami

ucapkan terimakasih telah mengikuti dengan seksama penyampaian ini,

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan

kekuatan, petunjuk, bimbingan dan perlindungan kepada kita semua

dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab membangun masyarakat,

bangsa dan Negara.

Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf

Billahi Taufik Wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 19 September 2A24

FRAKSI DEMOKRAT

DEWAN PERWAKITAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

KETUA SEKRETARIS

PARLAN. S.Pd.I.
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PENDAPAT FRAKSI NASDEM BERKARYA
DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DPRD KABUPATEN REMBANG
NOMOR { TAHUN 2A24

TENTANG

TATA TERTIB

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG



PARTAI xnsDem
GENAl(Ail PEAUBAITAX

FRAKSI NASDEM BERKARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG
Jl. P. Diponegoro No. gg Rembang

Telp. (029s) 691194

PENDAPAT FRAKSI NASDEM BERKARYA

DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DPRD KABUPATEN REMBANG

NOMOR I TAHUN 2024

TENTANG

TATA TERTIB

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

Assalamu,alaikum Wr. l,Ub.

Salam sejahtera untuk kita semua

Salam Restorasi

Yth. sdr. Ketua dan wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang;
Yth. Seluruh anggota DpRD Kabupaten Rembang;
Yth' Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang dan seluruh undangan rapat
paripurna yang berbahagia.

Segala puji marilah kita ucapkan kepada Allah Tuhan yang Maha
Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita semua
sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan Rapat paripurna dalam
keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam marilah kita panjatkan
kepada Nabi Muhammad Sallahu Alaihi Wassalam dan semoga kelak kita
mendapatkan syafa,atNya.



saudara Pimpinan Rapat, peserta Rapat, dan para Hadirin yang kami
hormati.

Dalam undang-undang nomor 23 Tahu n 2014 tentang pemerintahan
Daerah menegaskan DPRD adalah lembaga peruvakilan rakyat daerah
yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
yang mempunyai fungsi pembentukan perda, anggaran, dan pengawasan,
yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah. oleh
karena itu, D'RD merupakan mitra sejajar Kepara Daerah datam
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki peran dan tanggung
jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan
akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui pelaksanaan
hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundanga n-undangan.

Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD esensinya adalah untuk
meningkatkan kuatitas, produktivitas, dan kinerja DPRD daram
mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah serta
memaksimalkan peran kontror antara DPRD dan pemerintah Daerah.

saudara Pimpinan Rapa! peserta Rapat, dan para Hadirin yang kami
hormati.

Setelah membaca, mencermati, mempetajari Rancangan peraturan
DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun zaz4 Tentang Tata Tertib
DPRD Kabupaten Rembang. Kami dari Fraksi NasDem Berkarya
mengimbau agar semua anggota DPRD Kabupaten Rembang mematuhi
dan melaksanakan Perafuran DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun
2A24 dengan baik dan benar.

Dengan memperhatikan secara keseturuhan,
Berkarya menyetujui Rancangan peraturan DPRD
nomor 1 Tahun ZAZ4 untuk disahkan.

maka Fraksi NasDem

Kabupaten Rembang



saudara Pimpinan Rapat, peserta Rapat, dan para Hadirin yang kami
hormati.

sebelum mengakhiri pendapat fraksi, kami dari Fraksi NasDem
Berkarya berharap setelah disahkannya peraturan DPRD Kabupaten
Rembang nomor 1 Tahun 2024 ini, agar setiap anggota DPRD segera
membaca, mempetajari, dan menghayati semua isi yang ada pada setiap
pasal yang telah ditetapkan. Ketentuan ini hukumnya wajib untuk dipatuhi
oleh setiap anggota DPRD serama menjarankan tugas dan fungsi
pokoknya sebagai anggota DPRD.

Demikian Pendapat Fraksi NasDem Berkarya ini kami sampaikan,
semoga bisa bermanfaat untuk Kabupaten Rembang dan semoga Allah
Tuhan Yang Maha Esa memberikan petunjuk serta jalan yang terbaik
kepada kita semua. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan
terimakasih.

Wassalamu,alaikum Wr. Wb.

Rembang, 1g Septemb er ZA24

KETUA

FRAKSI NASDEiN BERKARYA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG



PENDAPAT FRAKSI IIANURA AMANAH

ATAS

PERATURAN DPRI} KABUPATEN REMBANG

TENTANG TATA TERTIB

FRAKSI HANURA AMANAH

DPRI} KABUPATEN REMBAIIG

REMBANG, KAMIS, 19 SEPTEMBER 2024

DIBACAKAN OLEH :

PARTAI fiAN ilURAT{I RAIffAT
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI HANURA AMANAH
JI. Diponegoro No.88 Rembang Tetp. (0295) 6gttg4

PENDAPAT FRAKSI HANURA AMANAH

ATAS

PERATURA}I I}PRD KABUPATEN REMBAIIG TENTA}IG
TATA TERTIB

KAMIS, 19 SEPTEMBER 2024

B is m ill ah ir ro h w a n niw o h im

Asso lara, u' alaik a m Wn Wb.

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.

Yang Terhormaf

saudara Pimpinan Ketua Komisi dan segenap Anggota DPRD Kabupaten

Rembang.

Yang Saya Hormnti,

seketaris DPRD Kab. Rembang dan Kepala Bagian beserta jajarannya.

Pada kesemparan yang baik ini, marilah kia mengucapkan puji syukur
Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ara, Tuhan yang Maha Esa yang telah

memberikan limpahan Rahmat dan Hidayahnya sehingga pada kesempatan yang

baik ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri rapat
paripurna DPRD Kabupaten Rembang tantang tata tertib DPRD Kabupaten

Rembang.

Sidang Paripurna yang Kami Hormati,



Tata tertib DPRD kabupaten Rembang dibuat sebagai pedoman, acuan,

dalam melaksanakan aktivitas terkait tugas, fungsi, dan peran DPRD.
Berdasarkan pada rancangan peraturan DPRD tentang tata tertib dewan
perwakilan rakyat daerah Kabupaten Rembang. Kami fraksi Hanura-Amanah
menyetujui dan menerima nmcangan tata tertib DPRD tersebut untuk dijadikan
sebagai tata tertib DPRD Kabupaten Rembang . Apresiasi yang setinggi-
tingginya kami berikan kepada panitia Khusus yang telah meluangkan waktu,
pikiran, dan tenaga dengan sebaik mungkin, untuk melakukan penyusunan dan
pembahasan terkait rancangan peraturan tata tertib DPRD ini, Dengan adanya
Tata tertib ini, kami berharap DPRD dapat rnenjalankan tugas untuk menjaga

martabat, kehormatan, ciffa, dan kredibiliks DPRD sesuai dengan tata tertib

yang berlaku.

Demikian penyampaian pendapat Fraksi Hanura-Amanah terkait

rancangan Tata Tertib DPRD Kahupaten Rembang" Terima kasih atar waktu

dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami, semoga Allah SWT

senantiasa memberikan berkah, rahmat, petuqiuk , serta perlindungan bagi kita
semua. Jika terdapat kesalahan kata, ucapan? maupun perbuatan yang kurang

berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Billahi Taufik Wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 19 SEPTEMBER 2024

F'RAKSI HANURA AMANAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBAI\G

NUR ANA, S.M.



LAPORAII TIM PEITYUSUN
RAilCANGAN PERATURAN DPRD I(ABUPATEIV RTMBAITG NOIUOR 1

TAIIT'N 20/24 TENTAITG TATA TERTIB DPRD
KABUPATEN RTMBANG

Tanggal : 19 SEpTEMBER 2OZ4

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yang saya hormati Pimpinan Sementara dan anggota DPRD Kabupaten
Rembang.

Yang saya hormati Sekretaris DPRD besrta Staffnya.

Rapat Dewan yang terhormat,

Terimakasih kita ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan
Rahmat dan Hidayahnya sehingga kita semua diberikan nikmat yang tiada
terkiranya yaitu kesehatan untuk dapat mengikuti Rapat paripuna dalam
rangka Persetujuan Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor
1 Tahun 2a24 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

Terimakasih kepada Pimpinan Rapat atas waktu yang diberikan pada
kami untuk melaporkan hasil Pembahasan Tim Penyusun dalam membahas
Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2A24 tentang Tata
Tertib DPRD Kabupaten Rembang dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih
kepada Bapak dan Ibu Anggota Tim penyusun yang telah meluangkan
waktunya untuk dapat menyelesaikan tugas yang kami terima.

Rapat Dewan yang terhormat,

Berikut ini akan kami laporkan Rancangan

DPRD Kabupaten Rembang Nomor L Tahun 2024
kabupaten Rembang hasil dari pembahasan kami.

1. DASAR

Perubahan Atas Peraturan

tentang Tata Tertib DPRD

1.

2.

surat Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 5 tentang
Pembentukan Tim Penyusun Rancangan peraturan DpRD Kbupaten
Rembang tentang Tata Tertib DPRD kabupaten Rembang.
Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2ol9 tentang ?ata ?ertib DPRD
Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan peraturan
DPRD Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan Kedua Atas
Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2alg tentang Tata Tertib DPRD
Kabupaten Rembang.



2. TIM PEIYTUSUN

Susunan Tim Penyusun Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten
Rembang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten
Rembang adalah sebagai berikut :

PUJI SANTOSO.SP,M.H. KETUA

ILYAS WAKIL KETUA

NASIRUDDIN, S.Si. ANGGOTA

ACHMAD LUTFI ARIFIN, S.T. ANGGOTA

SUMARDI ANGGOTA

SUSTIYONO ANGGOTA

MARYONO ANGGOTA

DUMADIYONO, S.H. ANGGOTA

NUR ARSYA IRFANA, S.M. ANGGOTA

M. ROKIB, S.Pd. ANGGOTA

LAELA UTARI WIDYANINGSIH. S.Sos. ANGGOTA

AHMAD SHODIQIN, S.H. ANGGOTA

MUGIYARTO, S.H. ANGGOTA

MUHAMMAD ROFII ANGGOTA

ABDUL MUiD, S.IP. ANGGOTA

3. PEMBAI{ASAN

a. Waktu Pembahasan

Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang

Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang

dilaksanakan pada hari :

1. Hari

Tanggal

Agenda

2. }j.ari

Tanggal

Agenda

Rabu

28 Agustus 2024

Pemilihan Pimpinan Tim Penyusun Tatib

Rabu

28 Agustus 2024

Penyusunan dan Pembahasan Rancarlgan Tatib



3. Hari

Tanggal

Agenda

4. Hari

Tanggal

Agenda

5. Hari

Tanggal

Agenda

6. Hari

Tanggal

Agenda

7. Hari

Tanggal

Agenda

8. Hari

Tanggal

Agenda

9. Hari

Tanggal

Agenda

Kamis

29 Agustus 2024

Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Tatib

Selasa

3 September 2024

Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Tatib

Rabu

4 September 2024

Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Tatib

Rabu - Jumat

4-6September2024
: Melaksanakan Konsultasi ke Biro Hukum Setda Jawa

Tengah dan DPRD Kota Semarang terkait penyusunan

dan Pembahasan Rancangan Tatib Jawa Tengah dan
DPRD Kota Semarang terkait penyusunan dan
Pembahasan Rancangan Tatib

Senin

9 September 2024

Menyesuaikan Penyusunan Rancangan Tatib dengan hasil
Konsultasi Biro Hukum Setda Prov. Jawa Tengah

Selasa

10 September 2024

Menyesuaikan Penyusunan Rancangan Tatib dengan hasil
Konsultasi Biro Hukum Setda Prov. Jawa Tengah

Rabu

4September 2024

Finalisasi Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Tatib

bersama Pimpinan Sementara DPRD

b. Hasil Pembahasan :



PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TBNGAH

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KAEIUPATEN REMBANG

NO&{OR 1 TAHUN 2024

TE}ITANG

TATA TERTIB DEW"4,N PERWAKILAI{ RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

DBIYCAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG,

a. bahwa Dewan Perwakilan Ralryat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peran dan
tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi,
efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas
penyelenggaraan pemerintahan daerah rnelalui
pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dal
fungsi Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 186 Undang-undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu
menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Ralqyat
Daerah tentang Tata Tertib Dewan Per-wakilan Rat<yat
Daerah Kabupaten Rembang;

1. Undang*Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentrrkan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Fropinsi Djawa Tengah {Berita Negara
Republik Indonesia tanggat 08 Agustus tr"950);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2A1"1 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang*undangan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun ZAll
tentang Pembentukan Peratrrran Perundang-undang
(L.ernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan [,embaran l.{egara Republik
Indonesia Nomor 523a);



3. Undang-Undang Nomor ZA Tahun ZCIl4 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun ZAL4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SS8TI
sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Namor 6 Tahun ZOZA tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun }AZZ tentang Cipta K*.j*
(Lembaran Negara Republik Indone*ia Tahun ZAZa
Nomor 41, ?ambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5356);

4. Undang-Undang Nomor I Tahun ZO1S tentang
Penetapan Peraturan Femerintah pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun ZAl4 tentang pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana teiah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun Z0I S tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tenta:rg pernilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang {L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 13O, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 58gS);

5. Undang:Undang Nomor 7 Tahun ZOLT tentang
Pemilihan Umum (L,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun ?OLT Nnmor 18?, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 51091;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor gA,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
44161;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2AI7 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 7ALT Noraor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6057);

Peraturan Pemerintah Nomor L2 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Ralryat Daerah {l,embaran Negara R.epublik
Indonenia Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6L971;

Peraturan Pemerintah Nomor 28 ?ahun 2A18 tentang
Kerja $ama Daerah {l,embaran Negara Repubtik

L

2

9.



Menetapkan

Indonesia Tahun 2018 Nomor g7, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Noraor 62lgl;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13
Tahun ZAL9 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun z}rc Nomor 52);

MEMUTU$KAN:

PERATURAN DEI]I/AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TENTANG TATA TERTIB DEWAN PER1T/AKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Fasal I

Dalam PeraturanDPRD ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Dewan Perurakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

lembaga perwakilan ralryat daerah yang berkedudukan sebagai uneur
penyelenggara Pemerintahan Daeratr.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusanpernerintahan oleh
pemerintah daerah dan dewan perwakilan ralqyat daerah menurut asa$
otonomi dan tugas pembanttlan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalamsistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesiasebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun
1945.

4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelentgara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaafi. urusarr pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jawa Tengah-
Bupati adalah Bupati Rembang.
Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rembang.
Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Rembang, yang
selanjutnya disebut Anggota,adalah wakil ralqyat yang telah bersurnpah atau
be{anji sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dalam
melaksanakan tugasnya sungguh memperhatikan kepentingan ralqrat.
Fraksi adalah pengelompokan Anggota berdasarkan konfigurasi partai
politik hasil pemilitran umum"

12. Alat kelengkapan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten
Rembang yang terdiri dari Pimpinan DPRD, Badan Mueyawarah, Komisi,
Badan Pembentukan Feraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan
Kehormatan dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh
rapat paripurna.

13, Pimpinan DPRD adalah Ketua DFItD dan 3 {t"iga} waki.l Ketua DPRD
Kabupaten Rembang.

14. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rernbang
yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana d"iatur dalam peraturan ini.

15. Komisi adalah Pengelompokan anggota DPRD yang terdiri dari 4 (empat)
komisi yang secara fungsional bertugas menjalankan fungsi sebagaim*na
diatur dalam peraturan ini.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11"



16. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut
Bapemperda adalah Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten
Rembang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam p*r*iur*r,
ini.

17 " Badan Anggaran adaiah Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang yang
memiliki tugas dan fungsi sebagaima"na diatur dalam peraturan ini.

18. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormata:: DPRD Kabupaten Rembang
yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

19. Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus adalah Panitia Khusus
DPRD Kabupaten RembangJang dibentuk oleh rapat paripurna secara
fungsional bertugas untuk membahas hal yang bersifat khusui.

20. Rencana Pembangunan Jangka Paqiang Daerah, yang selanjutnya disingkat
RPJPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 2O {dua puiuh}
tahun"

21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya
disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk pe*ode S
(lima) tahun.

22. Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disebut BPK, adalah Badan
Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik indonesia Tahun ig45.

23' Hasil Pemeriksaan BPK adalah hasil identifikasi masalah, analisis, dan
evaluasi atas pengelolaan keuangan negara yang dituangkan dalam bentuk
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK"

24. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK adalah tindak lanjut yang harus
dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi kewajiban seperti yang
dituangkan dalam rekomendasi Laporan Hasil pemeriksaan BpK.

25. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati kepada DPRD yang
selanjutnya disebut LKPJ adaiah laporaa yang berupa inforrnasi
penyelenggaraan pemerintahan daerah selama I (satu) tahun anggaran atau
akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.

26. Lapnran Keterangan Pertanggungiawaban Akhir Masa Jabatan, yarig
selanjutnya disingkat LKPJ AMJ, adalah laporan yarrg berupa informasi
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akhir masa jabatan yang
disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.

27. Reneana Pernbangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana
Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 1 {satu} tahun.

28. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Kabupaten Rernbang.
29. Tenaga ahli adalah seorang yang mempunyai kemampuan dalarn disiplin

ilmu tertentu untuk rnembantu aiat kelengkapan dalam rnelaksanakan
fungsi serta tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Rembang"

30. Kelompok PakarlAhli adalah sekelompok yang mempunyai kemampuan
dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu alat kelengkapan dalam
rnelaksanakan fungsi serta tugas dan wewenallg DPRD Kabupaten
Rembang"

31. Komisi Pemilihan Umurn Kabupaten, selanjutnya disingkat KPU
adalahlembaga yang berdasarkan peraturan perundang-undangan
berwenang melaksanakan penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten
Rembang.

32. Masa persidangan adalah masa sidang dan masa reses.
33. Masa Sidang adalah waktu kegiatan anggota DPRD untuk melaksanakan

rapat-rapat yang dilakukan di daiam maupun di luar gedung DPRD
Kabupaten Rernbangdan kegiatan kunjungan kerja.

34. Masa Reses adalah waktu kegiatan anggota DPRD di luar rnasa sidang
untuk rnengunjungi daerah pernilihan anggota yang bersangkutan guna
rnenyerap aspirasi masyarakat.



35. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan
perundang-undangan ysng dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan
bersama Bupati.

36. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
37. Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan pimpinan DPRI), dan

Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat
konkrit, individual, dan linal.

38. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat ApBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan
dengan peraturan daerah.

39' Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta
asumsi yang mendasarin-ya untuk periode 1 (satu) tahun.

40. Prjoritas dan Plafon Ang;garan Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS
adalah program prioritas dan patokan batas rnaksimal anggaran yang
diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai airr*r,
dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran *atuan kerja Perangkat
Daerah"

41. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD yang dipimpin oleh
seorang sekretaris DPRD berasal dari pegawai negeri sipil"

42. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Pegawai Negeri $ipil yang memimpin
Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang.

43. Xode etik Dewan Penrakiian Ralqyat Daerah yang selar{utnya disebut k*rde
etik adalah suatu ketentuan etika prilaku sebagai acuan kinerja anggota
Dewan Perwakilan Ra\yat Daerah dalam melaksanakan tugarnya"

44. Tata Tertib DPRD adalah peraturan yarrg ditetapkan oleh DPRD yang
berlaku di lingkungan internal DPRD Kabupaten Rernbang.

45. Urusan Pernerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yarrg menjadi
kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian
negara dan penyelenggara Pemerintalra* Daerah untuk melindungi,
melayan i, rnem berdayakan, dan menyejah terakan masyarakat.

46. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahari yang menjadi kewenangan Daerah.

47. Protokoler adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara
resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata
penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan atau keduriukan
dari negara, pemerintah dan Masyarakat.

48. Hak Interpelasi adatrah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada
Bupati rnengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis
serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

49. Hak Angket adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap
kebijakan Pernerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak
luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga
bertentangan dengan ketentuan perafuran perundang- undangan.

50. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapal
terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di
Daerah disertai dengan rekcmendasi penyelepaiannya atau sebagai tindak
lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

51. Orientasi adalah suatu proses peagenalan aengenai pelaksanaan tugas dan
fungsi anggota DPRD bagr Anggota DPRD sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.

52. Pendalaman T\.igas adalah peningkatan kemarnpuan pelaksanaan tugas
anggota DPRD dalam penyelenggaraan pernerintahan daerah dan poli.tik
dalam negeri"

53. Hari adalah hari kerja.
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BAB II

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN, FUNGSI, TUCAS DAN
WEWENANG DPRD

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 2

DPRD rnasa jabatan 2O24-2029 terdiri atas
pemilihan umum yang dipilih melalui pernilihan

anggota partai politik peserta
Umum Tahun 2A24.

(1)

(21

Pasal 3

DPRD merupakan lernbaga perwakilan rairyat daerah dan berkedudukan
sebagai unsur penyelenggara Pernerintahan Daerah Kabupaten.

Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 4

DPRD mempunyai fungsi;
a. pembentukan Perda;
b. anggaran; dan
c. pengawasan.

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:
a. membentuk Perda bersarna Bupati;
b. membahas dan rnernberikan persetujuan rallcangari Perda tentang

APBD yang diajukan oleh Bupati;
melaksanakan penga\rasan terhadap pelaksanaan perda dan ApBD;
memilih Bupati dan wakil Bupati atau Wakii Bupati dalam hal terjadi
kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa" masa jabatan lebih *ari tA
{delapan belas} bulan;
mengusulkan peugangkatan dan pemberhentian Bupati dan ldVakil
Bupati kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pueat
untuk mendapatkan pengesahan penglmgkatan dan pemberhentian;
memberikan pendapat dan pertimbanga:l kepada Pemerintah Daerah
terhadap rencana perjanjian intemasional di Daerah;

g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja Barna intemasional
yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;

h. meminta laporan keterangan pertanggungiawaban Bupati dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah
lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah;
dan

j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan.

{1}

(21

c.
d.

e.
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Bagian Ketiga
Fungsi Pembentukan perda

Pasal 5

Fungsi pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4 ayat (i) huruf
a dilaksanakan dengan cara:
a. menJru$un program pembentukan perda bersama Bupati;
b. membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan

Perda; dan
c. mengajukan usul rancangan perda.

(1)

Pasal 6

Bupati menyampaikan hasil penyusunan
lingkungan Pemerintah Daerah kepada
DPRD.

Program pembentukan perda di
Bapemperda rnelalui Pimpinan

{2)

(s)

(4)

(5)

(6)

Penyusunan Program pembentukan perda di tingkungan DPRD
dikoordinasikan oleh Bapemperda.

Pen3rusunan Program pernbentukan perda dilaksanakan oleh DPRD dan
Bupati.

Pen3rusunan Program pembentukan perda sebagaimana dirnaksud pada
ayat (3), ditetapkan untuk jangka waktu 1 {satu} tahun berdasarkan skala
prioritas pembentukan rancangan Perda.

Penetapan skala prioritas pembentukan rancfingan Perda sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh Bapemperda dan Kabag Hukum
Pernerintah Daerah.

Pen3rusunan Program pembentukan perda sebagaimana dimaksrrd pada
ayat {3},memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas:
a" perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
b. rencana pembangunan daerah;
c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
d. aspirasi masyarakat daerah.

Pen5rusunan dan penetapan Program pembentukan perda dilakukan setiap
tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APED.

Program pembentukan Ferda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu| tahun
berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.

Program pembentukan Perda ditetapkan berdasarkan kes*pakatan antara
DPRD dan Bupati.

(10) Kesepakatan sebagaimana dirnaksud pada ayat (81 disepakati menjadi
program pembentukan peraturan daerah dan ditetapkan dalam rapat
paripurna.

{11) Hasii kesepakatan seba#rnana dimakeud pada ayat {9} ditetapkan dengan
Keputusan DPRD.

(7t

(8)

(e)
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Pasal 7

(1) Rancangan Perda dapat berasal dari DpRD atau Bupati.

(2) Rancangan Perda yang berasai dari DpRD atau Bupati disertai
atau keterangan danl atau naskah akademik

t3) Rancangan Perda diajukan berdasarkan program pembentukan
d.i luar program pembentukan perda sesuai d.engan ketentuan
penrndang-undangan.

penjelasan

Perda atau
peraturan

t4) Rancangan Perda diqiukan di luar program pembentukan perda
sebagaimana dimaksud pada ayat {3} dengan alasan :
a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaaan konflik, atau bencana alam;
b. menindaklanjuti kerja sama deng:an pihak lain;
c- mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan ad"anya urgensi

atas suatu rancarlgan perda yang dapat diseh4iui bersama oleh alat
kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentuka.n percia
dan unit yang menarlgani bidang hukum pada pemerintaJr daerah;

d. akibat pembatalan oleh gubernr.lr sebagai wakil Pemerintah Pusat; dan
e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

setelah Propemperda ditetapkan.

Pasal I

(1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Angggta
DPRD, kornisi, gabungan komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan
oleh Bapemperda.

(21 Rancangan Perda yang diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan
komisi, atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepad^a fimpinan
DPRD disertai dengan:
a. penjelasan atau keterangan danl atau naskah akademik; dan
b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.

Rancangan Perda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda
untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian,
pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda.

Rancangao Perda yang telah dika,ji oleh Bapemperda disarnpaikan oleh
Pimpinan DPRD kepada aemua Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari
sebelurn rapat paripurna.

Hasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DFRD dalam
rapat paripuma.

Dalam rapat paripurna sebagairnana dimaksud pada ayat (S):
a. Pengusul memberikan penjelasan;
b. Fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
c. pengusul mernberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota

DPRD lainnya.

Keputusan rapat paripurna atas usulan rarlcangan Ferda berupa:
a. persetujuan;
b. persetujuan dengan pengubahan; atau
c. penolakan.

I

(3)

t4)

t5)

t6)

(7)



IU

tzl

(s)

(8) Dalam hai persetujuan dengan pengubahan, DPRD menugaskan komisi,
gabungan komisi, atau Bapemperda untuk menyernpurnakan rtrncangar
Perda.

(g) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan
surat Pimpinan DPRD kepada Br"lpati.

Pasal 9

Rancangan Perda ya:rg berasal dari DFRD sebagsrimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat {U merupakan ranca.:egan Perda hasil pengharmonisasian,
pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh
Bapemperda.

Rancangan Perda yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 aya| ti) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian,
pernbulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh
perangkat daerah yang menangani bidang hukum.

Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi
Rancangan Perda sebagaimana dimakoud pada ayat {l} dan ayat {Zl dapat
melibatkan instansi vertikal kementerian yang rnenyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 10

Apabila dalam 1 (satu) masa sidang, DPRD dan Bupati $renyampaikan
rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adatah rancangan
Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangarl Perda yang disampaikan oleh
Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 11

(U Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atar.l Bupati dibahas oleh DPRD
dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.

tzl Pembahasan rancangan Ferda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan
pembicaraan tingkat II.

(3) Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan:
a. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati:

1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan
Perda;

2. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan perda; dan
3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pemandangan u6um

Fraksi.
b. Dalam hal rancangan Perda berasal dar:i DpRD:

1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabt"lngan kcmisi, pimpinan
Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalarn rapat paripurna
mengenai rancangan Perda;

2. pendapat Bupati terhadap rancangan perda; dan
3. ta:rggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati.

c" Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atall panitia khusus
yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang dittrnjuk
untuk mewakili"
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d' hasil pembahasan sebagaimaan dimaksud pada huruf c, disampaikan
kepada gubernur guna mendapatkan pembinaan berupa fasilitasi.

e' hasil fasilitasi ditindaklaniuti dalarn rapat komisi, gabungan komisi,
atau panitia khusus, yang dilakukan bersarna dengan Bupati atau
pejabat yang ditunjuk untuk mewakili guna dilaksanakan
penyempurnaan.

f' Penyampaian pendapat akhir Fraksi diiakukan pada akhir pembahasan
antara DPRD dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.

(4) Pembicaraan tingkat il meliputi kegiatan:
a. Pengambilan keputusan dalarn rapat paripurna yang didaJrului dengan:

1. penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat
Fraksi, dan hasil pernbicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi,
pimpinan gabunga.n komisi, atau pimpinan panitia khusus;

2" permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota
dalarn rapat paripuma; dan

3. pendapat akhir Bupati.
b. Dalam hal persetujuan sebagaimana dirnaksud pada huruf a angka 2

tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan
diambil berdasarkan suara terbanyak"

c. Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersafila antara
DPRD dan Bupati, maka rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan
lagi datam persidangan DpRD rr,ta$a sidang itu.

Pasal 12

Rancangan Perda dapat ditarik kembali *ebelum dibahas bersama oleh
DPRD da:r Bupati"

Penarikan kembaJi rancangan Perda oleh DPRD dilakukan dengan
keputusan Pimpinan DpRD dengan disertai alasan penarikan.

Penarikan kembaii ratrca:rgan Perda oleh Bupati disampaikan dengan surat
Bupati disertai alasan penarikan.

(41 Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya clapat ditarik kembali
berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.

Penarikan kernbali rancansan Perda hanya dapat dilakukan daiam rapat
paripurna yang dihadiri oleh Bupati.

Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada ma$a
sidang yang sarna.

t1)

(2t

(3)

(s)

(6t

{1} Rancangan Perda yang telah
disampaikan Pimpinan DPRD
Perda.

Pasal 13

disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati
kepada Bupati untuk ditetapkan meqjadi

{21 $ebelum raperda ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat. {1} Bupati wajib
menyampaikan raperda kepada Cubernur sebagai wakil pemerintah pusat
paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima rancangan Perda dari
Pirnpinan DPRD untuk mendapat Namor Register Perda,
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(3) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 {tujuh} hari terhitung sejak
tanggal persetujuan bersama.

Pasal 14

Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka hilenengah Daerah, APBD, perubahan APBD,
pertanggungiawaban pelaksanaan APBD, pajak Daerah, retribusi Daerah, dan
tata ruang daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati datam
rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Gr-lbernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat se*uai kewenanganrya.

Pasal 15

(t) Dalam hal hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil Fernerjntah Pusat atas
rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungiawaban
pelaksanaan APBD, memerintahkan untuk dilakukan penyempurrraan,
rancangan Perda disempurnakan oleh Bupati bersama dengan DPRD
melalui badan anggaran.

(2) Penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dituangkan dalam
bentuk berita acara.

Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh
Perwakilan Badan Anggaran dan Perwakilan TAPD { Tim Anggaran
Pemerintah Daerah ).

Hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.

Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat {2} menjadi
dasar penetapan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan
pertanggungiawaban pelaksanaan APBD oleh Bupati,

Pasal 16

{1) Femerintah Daerah dan DPRD wqiib melibatkan perancang peraturan
pen:ndang-undangan dalam pembentukan Perda.

\21 Pembentukan Perda melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan
ketentuan peratu ran perundang-undangan.

Bagian Keempat
Fungsi Anggaran

Paaal 17

Fungsi ariggaran sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b
diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama
terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.

Fungsi arlggaran dilaksanakan dengan cara:
a. membahas kebtjakan umum APED dan prioritas d.an plafon anggaran

sementara yang disusun oleh Bupati berdasarkan rencana kerja
Pemerintah Daerah;

b. mernbahas rancangan Perda tentang APBD;
11

(3)

(4)

(s)

(1)

(2)



membahas rancangan perda tentang perubahan APBD; dan
membahas rancangan perda tentang pertanggungiawaban pelaksanaan
APBD.

Pasal lB

Pembahasan kebijakan ulnum APBD dan prioritas dan plafon anggaran
sementara dilaksanakan oreh DPRD dan Bupati ietelah b-upati
menyampaikan kebijakan umr-lm APBD dan prioritas dan plalbn arlggaran
sementara disertai dengan dokumen penclultarng.

Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dilaksanakan oleh Badan
Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati
menjadi kebijakan umum APBD.

Kebdakan umum APED menjadi dasar bagi badan anggaran DpRD bersama
tim anggaran Pemerintah Daerah untuk membaha* rari"arrgan prioritas dan
plafon an&{ar€Ln sementara.

t4) Badan Anggaran melakukan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh
masukan terhadap program dan kegiatan ywt& ada dalam r"nt*r,g"r,
prioritas dan plafon anggaran sementara.

Komisi dapat melakukan pembahasan dengan mitra kerja komisi terhadap
program dan kegaiatan yang ada dalam rancangan prioritas dan plafon
anggaran sernentara guna rnemberikan masukan kepada Badan Anggaran.

Pernbahasan rancangan kebijakan umum APBD, rancangan prioritas dan
plafon anggaran sementan'a, dan konsuitasi d.engan komisi dilaksanakan
melalui rapat DPRD.

Hasil pembahasan dan konsuitasi sebagaimaan dimaksud pada ayat (Si
disusun dalam bentuk rekomendasi yang dituangkan dalam risatah rapat.' '

Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon ang{aaran sementara yang
telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Bupati 

-dan

Pimpinan DPRD dalam rapat paripuma.

Pasal 19

Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DpRD dan
Bupati setelah Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang ApBD
beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pembahasan rancangan Perda tentang AFBD dibahas Bupati bersama DpRD
dengan berpedoman pada rencana keda Pemerintah Daerah, kebijakan
umum APBD, dan prioritas dan plafon anggaran sernentara untuk
mendapat persetujuan bersarna"

Pembahasan ra-ncarrgarr Perda tentanrg APBD sebagaimana d.imaksud. pada
ayat (21 dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran
Pemerintah Daerah.

c.
d.

(1)

(21

(3)

{s}

{6}

(71

{8}

{1)

(2)

{3}

t2



Pasal 20

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis terhadap
pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD.

Pasal 2l

(1) Badan anggaran membahas rancangan Perda tentang pertanggungiawaban
pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat {2) hurrf d.

t2l Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh
Bupati dengan dilampirkan laporan keuangan yeng telah diperiksa titeh
BPK.

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksr:d pada ayat t2) paling sedikit
meliputi:
a" laporan realisasi anggaran;
b. laporan perubahan saldo anggar€rn lebih;
c. neraca;
d. laporan operasional;
e. laporan arus kas;
f. laporan perubahan ekuitas; dan
g. catatan atas laporan keuangan.

t4) Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik
daerah.

(5) Pembahasan rarlcangan Perda tentang pedanggungjawaban pelaksanaan
APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 11.

Pasal 22

Jadwal pembahasan dan rapat paripurna kebijakan umum APBD, prioritas dan
plaf<ln anggaran sementara, rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda
tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungiawaban
APBD ditetapkan oleh badan musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan
pe rundang- undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Bagran Kelima
Paragraf 1

Fungsi Pengawasan

Pasal 23

(U Fungsi pengawasan sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 4 ayat {1} huruf c
diwujudkan dalam bentuk pengawa*an terhadap:
a. pelaksanaan Perda dan Peraturan Bupati;
b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan

penyelenggaraan Pernerintahan Daerah; dan
c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh

BPK.
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t2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat {U dapat dilaksanakan
melalui;
a" rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah;
b. kegiatan kunjungan kerja;
c. rapat dengar pendapat umum; dan
d. pengaduan masyarakat.

(3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf a dan huruf
b dilaksanakan oleh Bapemperda melatui kegiatan evaluasi terhadap
efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Bupati, dan pelaksanaan
peraturan perundang-undangan yang lain.

(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada
Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.

(5) DPRD berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat rneminta klari{ikasi
atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada BPK.

{6} Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan
melalui surat Pimpinan DPRD kepada BPK"

Pasal 24

t1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan
rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungiawaban Bupati
yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan
akuntabilitas penyelenggaraan pemerintatran daerah.

(2\ Pemberian rekomendasi sebagaimana dirnaksud pada ayat {1} dilakeanakan
s esu ai ketentu an peraturan perundan g- un dai-rgarr.

Paragraf 2

Pengawasan Terhadap Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

Pasal 25

t1) DPRD berhak menerima laporan hasil pemeriksaan BPK.

t2l' DPRD berhak melakukan pembahasan terhadap traporan hasil pemeriksaan
BPK.

t3) DPRD meminta pemerintah daerah untuk menindaklanjuti laporan hasil
pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat {1}.

{41 DPRD dapat meminta laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan
BPK dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {2).

Pasal 26

(1) DPRD meminta kepada BPK Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterima
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat {3} setelah dikonfirrnasikan
kepad.a Perangkat Daerah.

(21 Dalarn hal BpK belum rnelakukan konlirmasi atas Laporan Hasii
Pemeriksaan sebagaimana dimak*ud pada ayat {1} DPRD dapat mendorong
agar BPK melakukan kon{irmasi kepada Satuan Keda Perangkat Daerah.
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{2\

Pasal 27

DPRD melakukan pembahasan atas laporan hasit pemeriksaan BpK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat {1} dalam rapat panitia Khusus.

Pembahasan sebagairnana dimaksud pada ayat {1} dilakr"lkan dengan
ketentuan:
a. laporan hasil pemeriksaan keuangan dengan opini wajar dengan

pengecualian (qualified opinianl, opini tidak wajar laduersed opirdonl aiau
pernyataan menolak memberikan opini {disalaimer of op,inion); dan

b. laporan hasil pemeriksaan dengan trrjuan tertentu.

Pasal 28

Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ditaksanakan dengan tatrap
sebagai berikut:
a. Pembahasan atas laporan hasil perneriksaan BPK dilalnrkan oteh DPRD paling

lambat 2 {dua} minggu setelah menerima laporan hasil pemeriksaan BpK;
b. Pembahasan oleh DPRD diselesaikan datam waktu pating lambat I (satu)

minggu"
c. Daiam pelaksanaan pembahasan, DPRD dapat meiakukan konsultasi dengan

BPK;
d' Pimpinan DPRD dapat mengagendakan dalam pernbahasan $idang Paripurna

DPRD;
e. Laporan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat berisi

usulan:
1- meminta BPK untuk rnernberikan penjelasan kepada DPRD atas laporan

hasil pemeriksaan BPK, dalam hal menemukan ketidakjelasan atas aspek
tertentu danfatau temuan di satuan kerja tertentu yang tertuang dalam
laporan hasil pemeriksaan BPK; dan

2. meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, dalam hal
menemukan aspek-aspek tertentu dan/atau temuan di satuan kerja
tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK yasg
memerlukan pendalaman lebih lanjut.

Pasal 29

Pelaksanaan Pengawasan terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BpK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28 dilaksanakan
s e suai ke te ntu an peraturan perundang- undangan.

Paragraf 3
Pembahasan Laporan Keterangan pertanggungi awaban Bupati

Pasal 30

Laporan keterangan pertanggungiawaban memuat hasil penyelenggars.an
urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh pennerintah baCrah. --

Bupati menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawa.ban kepada
DPRD yarlg dilakukan 1 (satu) kali dalarn 1 (satu) tahun patring lambat 3
{tiga} bulan setela}r tahun anggaran berakhk.

Laporan Keterangan Pertanggungiawaban disampaikan oleh Bupati d"alam
Rapat Paripurna DPRD.

(r)

(2t

(3)
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(4)

(s)

(1)

{21

Laporan Keterangan Pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibahas oleh DPRD secara internal oleh panitia Khusus.

Pernbahasan secara internal oieh Panitia Khusus memp€rhatikan pendapat
dan saran dari fraksi-fraksi dan konrisi.

(6) Berdasarkan hasil pembahasan sebagairnana dimaksud. pada ayat {4)
DPRD menetapkan Keputrrsan DpRD.

(71 Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat {6} disampaikan paling
lambat 30 {tiga puluh} hari setelah LKPJ diterima.

(8) Keputusan DPRD sebagairnana dimaksud pada ayat t7l disampaikan
kepada Bupati dalam rapat par-ipurna sebagai rekomendasi kepada Bupati
untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan,

(9) Rekomendasi yang disampaikan DPRD kepad^a Bupati, berupa catatan-
catatan strategis yang berisikan saran, masukan dan atau koreksi
terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan
tugas umum pemerintahan.

(10) Apabila LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi dalam
jangka waktu 3O hari setelah LKPJ d.iterima, maka dianggap tidak ada
rekomendasi untuk penyempurnaan.

ti U Penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana
dimaksud pada ayat tzl tidak dapat dijadikan sarana pemberhentian
Bupati.

(12) LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati merupakan ringkasan laporan tahun-
tahun sebelumnya ditambah dengan LKFJ sisa ma*a jabatan yang belum
dilaporkan.

(13) $isa waktu penyelenggaraan pemerintahan daerah yflng belum dilaporkan
dalam LKPJ oleh Bupati yang berakhir ma$a jabatannya,. dilaporkan oleh
Bupati terpilih atau penjabat Bupati atau pelaksana tugas Bupati
berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan.

(14) Apabila Bupati berhenti atau diberhentikan sebelurn ma$a jabatannya
berakhir, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas
Bupati.

Fasal 31

Dalam hal Bupati tidak rnelaksanakan kewajiban menyampaikan laporan
keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
ayat (2), DPRD dapat menggunakan hak interpelasi kepada Bupati.

Apabila penjeiasan Bupati terhadap pengg+inaan hak interpelasi
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} tidak diterima, DPRD melaporkan
Bupati kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Berdasarkan laporan dari DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat lzl,
Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, memberikan sanksi teguran
tertulis kepada Bupati.

(s)
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t4l Apabila sanksi eebagaimana dirnaksud pada ayat {3} telah disampai *an 2(dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, Bupati diwajibkan
mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan
yang dilaksanakan oleh Kementerian ierta tugas dan f"*"rr*gannya
dilaksanakan oleh wakii Bupati atau oleh pejabat yang ditunjuk

BAB III

KEANGGOTAAN DPRD

Masa jabatan Anggota DPRD
sumpah jadi dan berakhir
mengucapkan sumpah lj anji.

Pasal 32

5 (lirna) tahun terhitung sejak pengucapan
pada saat Anggota DPRD yang baru

Pasal 33

(31

(4)

(s)

{6}

{U

(2t

(U Keanggotaan DPRD diresmikan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat.

{21 Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat tl} rdidasarkan
pada laporan Komisi Pernitihan Umum Daerah.

Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan surnpah/janji
$ecara bersama-sama d.alam rapat paripuma yang dipandu otitr ketul
Fengadilan Negeri di Daerah.

Dalam hal ketua. pengadilan negeri berhalangan, pengucapan sumpahfianji
anggota DPRD dipandu wakil ketua pengadilan negeri atau hakim senior
yang ditunjuk dalam hal wakil ketua pengadilan negeri berhalangan.

Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat t3l dipimpin oleh
Pimpinan DPRD periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota npnD yang
paling tua dan/atau paling mud.a periode sebelumnya dalam hal trimpinan
DPRD periode sebelumnya berhalangan hadir.

Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpahljanji bersama*
$ama mengucapkan sumpahljanji yang dipandu oleh pimpinan DpRD.

Pasal 34

Pengucapan sumpah/janji Anggeita DPRD dilaksanakan pada tanggal
berakhirnya masa jabatan 5 {lima} tahun Anggota DPRD yant lama periode
sebelumnya.

Dalarn hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD lama jatuh
pada hari libur atau hari yaurLg diliburkan, pengucapa& sumparri.iaqii
dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan.

Pasal 35

(1) Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal
32, didampingr oleh rohaniawan sesuai dengan agama.nya rnasing-rnasing.
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(2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dirnaksud pada ayar (t),
anggota DPRD yang beragarna:
a. Islam, diawali dengan frasa "Demi Allah";
b. Protestan dan Katolik, diakhiri dengan frasa "Semoga Tuhan menolong

saya";
c. Budha, diawali dengan frasa
d. Hindu, diawali dengan frasa

"Demi Hyang Adi Budha'; dan
"Om Atah Paramaw'isesa'.

(3) Tata cara pengucapan surnpahfianji Anggota DPRD sebagai berikut :1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
2. Pembukaan oleh Pimpinan DFRD;
3' Pembacaan Keputusan Gubemur tentang peresrnian pembfrhentian da.n

pengangkatan anggota DpRD;
4. Pengucapan sumpalr/janji dipandu Ketua pengadilan Negeri;
5. Penandatanganan Berita Acara sumpahljanji;
6. Penyematan Pin dan Penyerahan SK Gubernu.r;
7. Menyanyikan Lagu padarnu Negeri
L Penyerahan palu pimpinan DPRD kepada pirnpinan sementara;
9. Sambutan pimpinan sernentara DPRD;
1O. Pembacaan sambutan Menteri Dalarn lr{egeri;
11. Pembacaan do a;
12. Penutup.

Pasal 36

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sebagai berikut:
"Demi Allah (Tuhan) $aya bersumpah/berjanji:
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota/KetualWakil
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-
adilnya sesuai dengan peratr.rran perundang-und angan, dengan berpedoman
pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia
Tahun 1945;
bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-
sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi serta minguta*at u"*
kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, leseCIrang,
dan golongan;
bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi ralcyat yang saya wakili untuk
mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara
Ke*atuan Republik lndonesia."

Pasal 37

Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi teraangka pad.a
saat pengucapan sun*pah/janji, yang bersangkutan tetap r:"elaksanakan
pengucapan $umpah/janji menjadi Anggota DPRD.

Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tendakwa pada
saat pengucapan sumpah/janji, yeng bers.angkutan tetap melaksanakan
pengucapan surnpah/janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga
diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD.

Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan rnenjadi terpid.ana
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tiukum
tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap

tu

(2t

(3)
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melaksanakan pengucapan sumpahljanji menjadi Anggota DPRD dan saat
itu juga diberhentikan sebagai Anggoia npnf . -

{2t

BAB IV

ALAT KELENGKAPAN DPRD
Bagran Kesatu

Umum

Pasal 38

(U Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:
a. Pimpinan DPRD;
b. Badan Musyawarah;
c. Komisi;
d. Bapemperda;
e. Badan Anggaran;
f. Badan Kehormatan; dan
g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk

paripurna.
berdasarkan rapat

Alat ke lengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat {U huruf a
sampai dengan huruf f bersifb"t tetap.

Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat {l} huruf g berupa
panitia khusus yang bersifat tidak tetap"

Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRD dibantu oleh
sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli,

Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat
tidak tetap.

(6) Badan Mr"lsyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, da-r:. Badan
Kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan
DPRD"

(71 Fembentukan alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan keputusan DpRD.

Pasal 39

Pimpinan alat kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada
alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan bpnn yang
merangkap eebagai pimpinan pada Badan Musyawarah dan Badan Anggaran. 

-"

(3)

(41

(s)

Bagian Kedua
Pimpinan DFRD

Pasal 40

(1) Pimpinan DPRD rnernpunyai tugas dan wewenang:
a. rnemimpin rapat DPRD dan me*yimpulkan hasil rapat untuk

keputusan;
b. menyusun rencana kerja pimpinan DpRD;
c. menetapkan pembagran tugas antara ketua dan wakil ketua;
d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan

dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;

diambil

agenda
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t1)

e. mewakjli DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain;
f. menyelenggarakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembagal

instansi vertikal lainnya;
g. mewakili DPRD di pengadilan;
h. rnelaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau

rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

i. menyampaikan laparan kinerja Pirnpinan DPRD dalam rapat paripuma
yang khusus diadakan untuk itu.

(21 pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (f) huruf c, ditetapkan
dalam Keputusan Pimpinan DPRD.

Pasa] 4 I

Pimpinan DPRD mempunyai hak dan weurenarlg :

a. meminta laporan rencana dan hasil kegiatan Alat Kelengkapan DPRD;
b. mendarnpingr kegiatan Alat Kelengkapan DpRD; dan
c. hak dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan.

Pembagian tugas antara pimpinan DPRD dalam mend.ampins kegiatan Alat
Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat {U huruf b
ditetapkan bersama pimpinan DPRD.

Pimpinan DPRD dapat melakukan konsultasi kepada instansi vertikal.

Konsultasi kepada instansi vertikal sebagairnana dimaksud pada ayat (3)
dapat didampingi komisi terkait bidang tugasnya.

Pasal 42

{1} Dalam hal pimpinan DPRD belum terbentuk, maka DPRD dipimpin oleh
pimpinan sernentara DPRD yarg ditetapkan sesuai dengan Peraturan
Undang-Undang mengenai Pemeriniah Daerah.

Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat {1} terdiri atas
1 (satu) orang ketua dan 1 {satu} orang wakil ketua yang berasal dari 2 {dua}
partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di
DPRD.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 {satu} partai politik yang memperoleh kursi
terbanyak sa.ma, ketua dan wakil ketua sementara DPRD ditentukan secara
rausyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD.

Pimpinan sementara DPRD bertugas:
a. memimpin rapat DPRD;
b. memfasilitasi pembentukan Fraksi;
c. memfasilitasi pen1rusunan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata

Tertib DPRD; dan
d. memproses penetapan Pimpinan DPRD delinitif.

{21

(31

(4)

(21

(3)

(4)
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{21

Pasal 43

Pirnpinan DPRD terdiri atas I {satu} orang ketua dan B
ketua.

Fimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat {Li berasal
berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.

(tiga) orang wakil

dari partai politik

(3) Ketua DPRD ialah anggota DPRD yaLng berasal dari partai politik yang
menrperolah kurei terbanyak pertama di DpRD.

(41 Dalam hal terdapat lebih dari 1 {satu) partai politik yang memperoleh kursi
terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat {3}, ketua DpRD ialah
anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara
terbanyak.

i5) Dalam hai terdapat lebih dari I (satu) partai politik yang merrperoletr suara
terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat {4}, penentuan ketua
DPRD dilakukan berdasarkan persebaran pcrolehan suara partai politik
yang paling merata urutan pertama"

Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DpRD
yang berasal dari partai politik yang memperotreh kursi terbanyak kedua,
ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD.

Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat {4}, wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD
yang berasal dari partai politik yang memperoleh urutan auara terbanyak
kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan junlah wakil ketua DPRD"

Dalam hai ketua DPRD ditetapkan dari anggata DPRD sebagairnana
dimaksud pada ayat {5}, wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota npXO
yang berasal dari partai politik yang memperoleh persebaran suara paling
merata urutan kedua, ketiga, danlatau keempat sesuai dengan jumlah
wakil ketua DPRD.

Pasal 44

Partai politik yang berhak mengisi kursi pimpinan DPRD sebagaimana
dimaksud dalam Pasai 42, menyampaikan 1 (satu) orang calon pimpinan
DPRD kepada pimpinan sementara DFRD untuk diumumkan dan
ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sebagai calon pimpinan DPRD.

Pimpinan sementara DPRD menyarnpaikan nama calon pimpinan DPRD
kepada Gubernur rnelalui Bupati untuk diresmikan pengangkatannya.

Pasal 45

(1) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, sebelurn
mernangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji di gedung IpRn
setempat yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.

t6)

(71

(B)

(1)

(2)
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{2t Dalam hal pengucapan sumpah/janji di gedung DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} karena alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan,
pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dapat dilaksanakan di tempat
lain.

Dalam hal ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berhalangan, pengucapan sumpahljanji pimpinan DPRD dipandu oleh
Wakil Ketua Pengadilan Negeri.

Dalam hal wakil ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat
{3} berhalangan, pengucapan sumpah/ianji pimpinan DPRD dipindu oieh
fakim senior pada Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua pengadilan
Negeri.

Pasal 46

Pimpinan DPRD mer rpakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan
kolegial.

Pasal 47

(U Masa jabatan Pimpinan IIPRD terhitung eejak tanggal pengucapan
sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya *asa
jabatan keanggotaan DPRD.

{21 Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa
jabatannya karena:
a.. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri sebagai Fimpinan DpRD;
c. diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan

Peraturan perundang-undangan; atau
d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD.

(3) Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai pimpinan DPRD daiam hal:
a' terbukti melanggar sumpah ljanji jabatan dan Kode Etik berdasarkan

keputusan bad.an kehormatan; atau
b. partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang

bersangkutan sebagai Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan
pe raturan perundang- undangan.

{41 Dalam hal ketua DPRD berhenti darijabatannya, para wakil ketua
menetapkan salah seorang diantaranya untuk meiaksanakan tugas ketua
sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.

(5) Dalam hal ketua dan wakil ketua DPRD berhenti dari jabatannya dan
tersisa I (satu) wakil ketua, wakil ketua yang bersangkutan rnelaksanakan
tugas ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.

Pasal 48

Pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRD
dalam rapat paripurna"

Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna"

(3)

(4)

(1)

(2t

{3} Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.
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(1)

(2t

(3)

(1)

(21

(u

{2t

(1)

Pasal 49

Pirnpinan DPRD menyampaikan keputusan DPRD tentang pernberhentian
Pimpinan DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pernerinta-tr Pusat melalui
Bupati untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) Hari
terhitung sejak ditetapka.n dalar,n rapat paripurna.

Bupati menyampaikan keputusan DPRD kabupaten sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada Gubernur sebagai wakit Femerintah Pusat paling
lambat 7 {tujuh} Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD"

Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dan ayat {2} disertai
dengan berita acara rapat paripurna.

Pasal 50

Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari partai politik yang
sama dengan Pirnpinan DPRD yang berhenti.

Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan
partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan
dengan keputusan DPRD.

{3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti
Pimpinan DPRD kepada Cubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui
Bupati.

Fasal 51

Dalam ha1 ketua DPRD sedang menjatrani masa tahanan atau berhaiangan
sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk
menentukan salah satu Pimpinan ,pRD untuk melaksanakan tugas ketua
DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara"

Hasil musyawarah Pimpinan DpRD sebagaimana dimaksud pada ayat (U
ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.

t3) Pirnpinan DPRD sementara yang melaksanakan tuga* ketua DPRD
sebagaimana dimaksud ayat {1} berhenti bersamaan dengan ketua DFRD
yang berhenti sementara melakeanakan tugas kembali.

Pasal 52

Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan
atau berhalangan sementara lebih dari 3O (tiga putuh) Hari, pimpinan partai
politik asa-l Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan
kepada Pimpinan DPRD salah $eorang Anggota DPRD yang berasal dari
partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang
sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat t1i
diumumkan dalam rapat paripurna dan seianjutnya ditetapkan dengan
keputusan DPRD.

{21
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(1)

Pasal 53

Dalarn hal seluruh Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau
berhalangan sementara, pimpinan partai potitik asal pimpinan DpRD
mergusulkan Anggota DPRD dari partai poiititnya untuk melaksanakantugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau
be rhalangar sementara.

usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) disampaikan kepada DPRDpaling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak seluruh pimpinan DpRD
menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2t
diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetlpkan A"r.gu1,
keputusan DPRD.

Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat t3) dipimpin oleh
Anggota DPRD paling tua dan/atau paling muda.

Paling larnbat 7 {tujuh} hari terhitung sejak diterirnanya keputusan DpRD
sebagaimana dimaksud pada ayat {3}, keputu*an DPRD disampaikan
kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah trusat melalui nupaii oleh
Pimpinan DPRD bagi pelaksara tugas Fimpinan DPRD.

(6) Bupati menyampaikan usuian pelaksana tugas Pimpinan DPRD paling lama
7 {tujuh) hari kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat terhitung
sejak diterimanya keputusan DFRD.

Pasal 54

(1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenas.g
Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4O"

{21 Felaksana tugas Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan hak protokoler pimpinan
DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Daiam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal S 1 dan pasal 52
terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap:
a. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pu*at mengaktilkan kembali sebagai

anggota DPRD dan/atau Pimpinan DPRD; dan
b. Pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumumar dalam rapat

paripurna.

Bagian Ketiga
Badan Musyawarah

Pasal 56

(1) Anggota badan mu$yawarah paling banyak 1/2 {satu perdua} dari jumlah
Anggota DPRD berdasarkan perimbangan jurntah anggota tiap-tiap Fraksi.

(21

(3)

(4)

(s)
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t?l susunan keanggotaan badan musyawarah ditetapkan dalam rapatparipurna setelah terbentuknya pimpinan DPRD, Fraksi, komisi, dan badananggaran.

Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai pirnpinan badan
musyawarah dan merangkap anggota badan musya*#ah. 

-

sekretaris DPRD karena jabatannya .iuga sebagai eekretaris badan
rnusyawarah dan bukan sebagai anggota badan musyawarah.

llplndahan Anggota DPRD dd*I* badan musy€r\xrarah ke alat kelengkapan
PP|D lain hanya dapat dilakukan setelah *"** keanggotaarrnya-daiam
badan musyawarah paling singkat z {dua} tahun } {enam} bulan
berdasarkan usul Fraksi.

(3)

(4)

(5)

Pasal 57

(1) Badan musyawarah mempunyai tugas d.aR weweuang:
a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencaaa kerja atat kelengkapan

DPRD;
b' menetapkan agenda DPRD untuk 1 {satu} tahun masa sidang, sebagian

dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah
dan jangka waktu penyelesai€Ln rarrcangan perda;

c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD d"alam menentukan garis
kebiiakan pelaksanaan tugas dan wewenang DpRD;

d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan
DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau pe.rpt"i*r,
mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;

e. menetapkan jadrval acara rapat DpRD;
f. mernberi saran atau penclapat untuk memperlancar kegiatan DpRD;g. merekomendasikan perntrentukan panitia khusus; dan
h' melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.

(21 Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh badan mu$yawarah hanya dapat
diubah dalam rapat paripurna.

(3) Setiap anggota badan musyawarah wajib:
a. berkonsultasi dengan Fraksi sebelurn pengambilan keputusan dalam

rapat badan musya\ rarah; dan
b. menyampai.kan hasil rapat badan musyawarah kepada Fraksi.

Bagian Keempat
Komisi

Pasal 58

{1} Setiap Anggota DPRD, kecuati Pimpinan DPRD, menjadi anggota salah satu
komisi.

Jumlah komisi dibentuk *e*uai dengan Undang-Undang mengenai
Pemerintahan Daerah.

Jumlah keanggotaan setiap komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan
perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antarkomisi,

(2)

t3)
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(4)

{5i

Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul
Fraksi.

Ketua, wakil ketua, dan sekretarjs komisi dipitih dari dan oleh anggota
komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurn*, M*** jabatan ketua, wakii
ketua, dan sekretaris komisi serama: (dul) tahun 6 {enam} bulan.

Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris
komisi, diiakukan kemhali pemiiihan ketua, wakil ketua, danlatau
sekretaris komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (S).

Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi
meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.

t6)

(71

{1}

(2)

Komisi mempunyai tugas dan wewenang:
a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urugan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewa;inan hinnya
sesuai dengan keten tuan peraturan perundang-undangan ;b. melakukan pembahasan rancangan Ferda;

c. melakukan pembahasan rancaJlgan keputusan DPRD sesuai dengan ruang
lingkup tugas komisi;

d. melakukan pengavrasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai d.engan ruang
lingkup tugas komisi;

e' membantu Pimpinan DPRD datam penyeleeaian masalah y*ng disampaikan
oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DpRD;

f. menerima, menampufiB, dan rnembahas serta rnenindaklanjuti aspirasi
masyarakat;
mengupayakan peningkatan kesejatrteraan ralryat di daerah ;
melakukan kunjungan ke$a komisi atas persetujuan pimpinan DpRD;
mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam rltang
lingkup bidang tugas komisi; dan
rnemberikan iaporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil
pelaksanaan tugas komisi.

Pasal 50

Pembahasan rancangan Perda oleh komisi dapat melibatkan komisi lain
dan/atau aiat kelengkapan DPRD terkait berdasarkan keputusan DFRD.

Pasal 61

g.
h.
i.
j.

k.

tSl Perpindahan Anggota DPRD
keanggotaannya dalam komisi
usul Fraksi.

antarkomisi dapat dilakukan setelah masa
paling singkat 1 {satu) tahun berdasarkan

Pasal 59

Komisi DPRD meliputi:
a. Komisi I;
b. Komisi II;
c. Komisi III; dan
d. Komisi iV.

Pembagian ruang lingkup tuga* komisi sesuai dengan penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang merupakan kewena:rgan Daerah
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(3) Pembagian ruang lingkup tugas Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah sebagai berikut:
a. Komisil, bidang Hukum dan pemerintahan meriputi:

1. Bupati dan Wakil Bupati;
2. Sekretariat DpRD;
3. Bagian PemerintahanSetda;
4. Bagian Hukurn Setda;
5. Bagian Urnumsetda;
6. Bagian Protokol dan Komunikasi pimpinan Daerah setda;
7. Bagian OrganisasiSetda;
8. Badan Kepegawaian Daerah;
9. Badan KesatuanBangsa dan politik;

10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
I 1. Dinas Kependudukan dan pencatatan$ipil;
12. Dinas Komunikasi dan InformaUka"
13. Inspektorat Kabupaten Remb*g;
14. Satuan Polisi pamong praja;dan
15. KecamatanlKelurahan dan Desa.

b. Komisi II, bidang Ekonomi dan Keuangan meliputi:
1. Bagian Perekonomian dan Surnber Daya Alam Setda;
2. Badan Pendapatan, PengelolaanKeuangandan Aset Daerah;
3. Dinas Perdagangan dan Koperasi, usaha Kecir dan Menengah;
4. Dinas Penanaman Modal, pelayanan Terpadu satu pintu;
5" Dinas Pertanian dan pangan;
6. Dinas Perindustrian dan ?enaga Kerja;
7, Dinas Kelautan dan Perikanan; dan
8. BUMD.

c. Komisi III, bidang Pembangunan meliputi:
1. Bagian Administrasi Pembangunan $etda;
2. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
3. Dinas PekerjaanUmum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman.;
5. Dinas Perhubungan;
6. Dinas Lingkungan Hidup;
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;dan
B. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

d. Komisi IV, Bidang Kemasyarakatan meliputi:
1. Bagian Kesejahteraan Ratryat Setda;
2. Dinas Kesehatan;
3. BLUD RSUD dr" R. Soetrasno;
4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
5. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;dan
7. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan,

{41 Ruang lingkup tugas untuk tiap-tiap Komisi sebagaimana dimaksud pada
ayat {3} memperhatikan prinsip keseimbangan, pemerataan, kesamaan,
keserasian dan keterkaitan.

(5) Dalam hal yang dianggap perlu untuk mencapai daya guna dan hasil guna
dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD, pimpinan npnn
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(1)

{21

(3)

(4)

dapat memutuskan untuk mengadakan perubahan mengenai rincian
pembid.anga::, dengan terlebih dahulu rnemperhatikan penjapat masing-
masing Komisi.

Bagan Kelima
Bapemperda

Pasal 62

Anggota Bapernperda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut
perimbangon dan pemerataan anggota komisi.

Jurnlah anggota Bapemperda paling banyak sejumlah anggota komisi yang
terbanyak.

Pimpinan Bapemperda terdiri atas I {satu} oremg ketua dan I {satu} orang
wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda.

Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Bapemperda
dan bukan sebagai anggota Bapemperda.

(5) Masa jabatan pimpinan Bapemperda selama 2 {dua} tahun 6 {enam} bulan"

(6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperd.a ke alat kelengkapan DpRD
lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bipemperda
paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Fasal 63

Bapemperda mempunyai tugas dan wervenang:
a' menJrusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urut

rancangan Perda berdaearkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda
disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di tingkungan DPRD;

b. mengoordinasikan penJrusunan prografil pernbenfukan Perda antara DpRD
dan Pemerintah Daerah;

c. rnenyiapkan rancangan Perda yang beraral dari DPRD yang rnerupakan
usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;

d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pernantapan konsepsi
rancangan Perda yang diajukan anggota, konnisi, atau gabungan komisi
sebelum rancangarl Perda disarnpaikan kepada pimpinan DpKD;

e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oieh DPRD dan
Pemerintah Daerah;

f' memberikan pertimbangan terhadap usulan pen)rusunart rafica.ngan perda
yang diajukan oieh DPRD dan Pernerintah Daerah di luar program
pembentr.rkan Perda;

g, memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DpRD terhadap rancangan
Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;

h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan
materi muatan rancangan Perda rnelalui koordinasi dengan komisi dan/atau
panitia khusus;

i. memberikan masukan kepada Pimpinan DpRD atas ranca"ngan Perda yang
ditugaskan oleh badan musyawarah;
melakukan kajian Perda;
Meminta kepada Bupati melalui Pimpinan DPRD atas semua peraturan
kepala daerah dan peraturan lain yang berdampak luas kepada mlsyarakat
yang dibuat oleh pemerintah daerah;dan

J.
k.
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l.

(u

{21

membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan
menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan pirda sebagai bahan
bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Bagian Keenam
Badan Anggaran

Pasal 64
Anggota badan anggaran diusulkan oleh masing-rnasing Fraksi dengan
mempertimbangkan keanggotaannya dalam komisi dan paling bany ak- %
{satu perdua) dari jumlah Anggota DpRD.

Ketua dan wakil ketua DPRD juga sebagai pimpinan badan anggaran dan
merangkap anggota badan anggaran"

$usunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua badan anggaran ditetapkan
dalam rapat paripurna.

Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris badan a$ggaran
dan bukan sebagai anggota.

Perpindahan Anggota DPRD datam badan anggaran ke alat kelengkapan
lainnya hanya dapat dilakukan setelah ma$a keanggotaannya dalam badan
anggaran paling singkat I (satu) tahun berdasarlffin usul Fraksi.

Pasal 65

Badan anggaran mempunyai tugas dan wewenang:
a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRI) kepada Bupati

dalarn mempersiapkan rancangan APBD sebelun: peraturan Bupati tentang
rencana kerja. Pemerintah Daerah ditetapkan;

b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait
untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan
kebijakan umurn APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara;

c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam rnempersiapkan
rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD
dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

d. melakukan penyempurnaan ranc€mgan Perda fentang AFBD, rancangan
Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang
pertanggungiawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasii evaluasi gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat bagr DPRD bersama tim inggaran
Pemerintah Daerah;

e. melakukan pembahasan bersarna tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap
rancangall kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon
anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati; dan

f. ntemberikan saran kepada Pirnpinan DPRD dalam pen1ru$unan anggaran
belanja DPRD.

Bagan Kehrjuh
Badan Kehormatan

Pasal 56

Anggota Badan Kehorrnatan dipilih dari dan oleh Anggota DPRD berjurnlah
5 {lima} orang.

(3)

(4)

(5)

{i}
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(21 Pimpinan badan kehormatan terdiri atas 1 (satui orang ketua dan 1 (satu)
orang wakil ketua yang dipitih dari dan oleh anggota baJan kehormatan.

Anggota badan kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna
herdasarkan usul dari masing-masing Fraksi.

Idasing-masing fraksi berhak mengusulkan i {satu} orarrg calon anggota
badan kehormatan.

Dalam ha1 di DPRD hanya terdapat ? (dua) Fraksi, Frak*i yang memilikijumlah kursi tebih banyak berhak mengueulkan 2 {dua} orang"caiin anggota
badan kehormatan.

(3)

(4)

(s)

(6)

(1)

Perpindahan Anggota DPRD dalam
lainnya dapat diiakukan setelah
kehormatan paling singkat 2 {dua}
Fraksi.

badan kehormatan ke alat kelengkapan
masa keanggotaannya dalam badan

tahun 6 {enam} bulan berdasankan usul

(21

Pasal 67

Badan Kehormatan mempunyai tugas:
a' memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DpRD

terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
b. meneliti dugaa-n pelanggaran terhad"ap sumpah/janji dan Kode Etik yang

dilakukan Anggota DPRD;
c. meiakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan

Pimpinan DPRD, AngS;ota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
d. melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan,

verifi"kasi, darr klari[kasi sebagairnana dimaksud pada huruf c kepada
rapat paripurna"

Tugas badan kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat,
kehormatan, citra, dan kredibititas DPRD"

(3) Dalam melaksanakan penyetidikan, verifikasi, dan klarilikasi *ebagairnana
dimaksud pada ayat {1} huruf c, badan kehormatan dapat meminta bantuan
dari ahli independen.

Pasal 68

Dalam rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud datam Pasal 67, Badan
Kehormatan berwenang:
a. mernangsil Anggota DPRD ya&g diduga melakukan pelanggaran

sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarilikasi atau pembelaan
atas penga.duan dugaan pelanggaran ya:rg dilakukan;

b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk
meminta dokumen atau bukti lain; dan

c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar
sumpah/janji dan Kode Etik.

Pasal 69

(1) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat menyampaikan
pengaduan dugaan pelanggaran oieh Anggota DFRD $ecara tertulis kepada
Pimpinan DPRD dengan temtrusan kepada Badan Kehormatan disertai
identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.
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{2t

(3)

Pimpinan DPRD wajib menenrskan pengaduan aebagaimana dimaksud pada
ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama z 1t 4uf4 Hari terhitrr*g
sejak tanggai pengaduan diterirna.

|qlbila d*i|* jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat {2} pimpinan
DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada Badan Kehinnatan, Badan
Kehormatan me nindaklanjuti pengad^uan tersebut.

(1)

Pasal 7O

(1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ,Badan Kehorrnatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi
dengan cara:
a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu,

dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
b. memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.

(21 Hasil penyelidikan, verilikasi, dan klariJikasi badan kehormatan dituangkan
dalam berita acara.

(3) Pimpinan DPRD dan badan kehormatan menjamin kerahasiaan hasil
penyelidikan, verifi kasi, dan kiarilikasi.

Paeal 71

Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggara-n atas sumpeh/janji dan
Kode Btik, Badan Kehormatan menjatuhkan santsi berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. mengusulkan pemberhentian eebagai pimpinan alat ketrengkapan DpRD;d, mengusulkan pemberhentian sernentara sebagai enggota DpRD;

dan/atau
e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD *esuai dengan

ketentuan peraturan pemndang-und angan.

panksi sebagairnana dimaksud pada ayat {1} ditetapkan dengan keputusan
badan kehormatan dan diumumkan da]am rapat paripumra.

Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagairnana dimaksud pada ayat (2)
berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang
terbukti melanggar peraturan DPRD tentang tata tertib aanTatau peraturan
DPRD tentang kode etik.

t4) Sankei berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dan huruf d dipublikasikan otreh DpRD.

(5) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayar l2ldisampaikan oLeh pimpinan DPRI) kepada anggota DPRD yang
bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pirnpinan tartaj politik l*"ibersangkutan.

Pasal ?2

(11 Dalam hal Badan Kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai
pimpinan alat kelengkapan DPRD, ditakukan pergantian pimpinan aiat
kelengkapan 

. 
DPRD paling lama 30 (tiga puluh) Hari tert itu.,g sejak

diumumkan dalam rapat paripurna.

{2t

(3)
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(21 Jadwal rapat paripuma sebagaimana dirnaksud pada ayat (l) ditetapkan
oleh badan musyawarah paling larna 10 isepuluh! Hari terhitung sejak
keputusan Badan Kehormatan.

Pasal 73

Keputusan Badan Kehormatan meng€nai penjatuhan sanksi berupa
pemberhentian sebagai Anggota DPRD d"iproses sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Paea-l 74

Tata cara pengad.uan rnasyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata.beracara bad.an
kehormatan diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan
Kehormatan.

Bagian Kedelapan
Panitia Khusus

Pasal 75

(1) Panitia Khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul An6gota DPRD
setelah mendapat pertimbangan badan musyawara-h.

{2) Fembentukan Panitia Khusus ditetapkan dengan keputusan DPRD.

(3) Pemhentukan panitia khusus da-lam waktu yeng bersamaan paling banyak
safila jumlahnya dengan komisi,

(4) Masa kerja Panitia Khusus:
a. paling lama 1 {satu} tahun untuk tugas pembentukan perda; atau
b" paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.

(5) Panitia Khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat
paripurna.

Pa*al 76

(U Jumlah anggota panitia khusus DPRD pating banyak 15 {lima belas} orang.

l2l Anggota panitia khusus terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan
oleh masing-masing Fraksi.

(3) Ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia
khusus.

Pa*al 77

(U Dalam rnelaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 75
panitia khusus dapat melakukan :

a. Rapat kerja dengan OPD terkait;

aa
t)Z



b" Rapat dengan tirn perurnus;
c. Konsultasi;
d. Kunjungan kerja;
e" Kunjungan Lapangan; dan
f. Rapat dengar pendapat umum,

{21 Rapat dengar pendapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf f
dapat dilaksanakan dalarn bentuk:

Sosia,lisasi;
Seminar; dan
Lokakarya atau diskusi publik.

(3) Dalam pelaksanaan tugas seperti yang dimaksud pada ayat {1} ketua panitia
khusus harus berkoordinasi dengan unsur pirnpinan DPRD.

Bagian Kesembilan
Kelompok Pakar atau Tim Ahli

Pasal 78

Kelompok pakar atau tim ahli alat keiengkapan DPRD diangkat dan
diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan
kebutuhan atas usul Anggota DPRD, pimpinan Fraksi, dan pimpinan alat
ketrengkapan DPRD.

Kelompok pakar atau tim ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas
dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD"

Kriteria, jumlah, dan pengadaan kelornpok pakar atau tim ahli dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan perundang*undangan.

Kelompok pakar atau tim ahli paling sedikit memenLlhi persyaratan :
a" berpendidikan serendah*rendahnya strata satu (S1) dengan pengalarnan

paling singkat 3 (tiga) tahun;
b. menguasai bidang yang diperlukan; dan
c. menguasai tugas dan fungsi DtrRD

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 79

DPRD mernpunyai hak:
a. interpelasi;
b. angket; dan
c. menyatakan pendapat.

Anggota DPRD mempunyai hak:
a. mengajukan rancangan Perda;
b. mengajukan pertanyaan;
c. menyampaikan usul dan pendapat;

a.
b.
e.

(1)

tzt

t3)

14)

(1)

tzl
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d" memilih dan dipilih;
c. membela diri;
t. imunitas;
g" mengikuti orientasi dan pendalamal tugas;
h. protokoler; dan
i, keuangan dan administratif.

Bagian Kedua
Hak Interpelasi

Pasal 8O

{1} Usul peiaksanaan hak interpelasi yang telah memenuhi ketentuan Undang-
Undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRD kepaJa
Pimpinan DPRD untuk dilaporkan pada rapat paripurni-

{21 Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud
dengan dokumen yang mernuat paling sedikit:

pada ayat (l) disertai

a. materi kebijakan danlatau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
dan

b" alasan permintaan keterangan.

Pasal 81

Rapat paripurna rnengefl.ai usul hak interpelaei dilakukan dengan tahapan:
a. pengusul menyainpaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi;
b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas

penjelasan pengusul; dan
c. para pengusul rnemberikan tanggapan atas pandangan para Anggota

DPRD.

Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRD
apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadlri tebih dari
1/2 {satu perdua} jumlah Anggota DPRD dan keputusan diambil dengan
persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdualjumlatr Anggota DPRD yang hadir.

Pengusul dapat rnenarik kembali usulannya sebelum usul hak interpelasi
memperoleh keputusan dalarn rapat paripurna"

Keputusan DPRD mengenai hak interpelasi sebegaimana dimaksud pada
ayat {2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati.

: Pasal 82

Dalam rapat paripurna rnengenai penjelasan Bupati:
a. Bupati hadir memberikan penjelasa:r; dan
b. setiap Anggota DPRD dapat rnengajukan pertanyaan.

Dalam hal Bupati berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan
sebagaimana dimaksud pada ayat {lf huruf a, Bupati menugaokan pejabat
terkait untuk mewakili.

{3} Pandangan DPRD atas penjeiasan Bupati ditetapkan dalam rapat paripurna
dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

(U

{21

(s)

(4t

(1)

(2t
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(4) Pandangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat {3), dijadikan bahan
untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Bupati
dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Bagran Keliga
Hak Angket

Pasal 83

UsuI pelaksanaan hak angket yang telah mernenuhi ketentrran Undang-
Undang mengenai pemerintahan daerah diqiukan Anggota DPRD kepada
Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripuma.

Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pad"a ayat {U disertai
dengan dokurnen yang memuat paling sedikit:
a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturen perundang-

undangan yang akan diselidiki; dan
b. alasan penyelidikan"

Pasal 84

Rapat paripurna mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan:
a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usut hak angket;
b' Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi;

dan
c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD.

usul sebagaimana dimaksud pada ayat tU menjadi hak angket jika
mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit 3/4
{tiga perempat} dari jumlah Anggota DPRD dan Putusan diambil dengan
persetujuan paling sedikit 213 {dua pertiga} dari jumlah Anggota DPRD yang
hadir.

Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum ueul hak angket
memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.

Dalam hal usul hak angket disetujui DPRD:
a. membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi yarrg

ditetapkan dengan keputusan DPRD; dan
b. menyanlpaikan keputusan penggunfl,an hak angket $ecara tertulis

kepada Bupati.

Dalam hal DPRD menolak usul hak angket, usul tersebut tidak dapat
diajukan kembali.

Pasal 85

Panitia angket DPRD dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil
pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang
dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuf
memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau
dokurnen yang berkaitan dengan hal yang sedang diseridiki.

Pejabat Pemerintah Daerah, badan trukum, atau warga masyarakat yang
dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat {1} wajib memenuhi panggilai
DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan Peraturan
perundang-undangan.

{1}

{2t

(1)

{21

(3)

(4)

(s)

(1)

(2t
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(3) Dalam hal pejabat pemerintah Daerah,
masyarakat telah dipanggil dengan patut
memenuhi panggilan, DPRD dapat memanggil
Kepolisian Negara Republik Indonesia u*Ji*i
perundang-undangan.

badan hukum, atau warga
secara berturut-turut tidak
s€cara paksa dengan bantuan
dengan ketentuan Peraturan

Pasal 86

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam pasalgs diterimaoleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaian
proses tindak pidana kepada aparat penegak hukum seiuai dengan ketentuanperaturan perundang- undangan.

Pasal 87

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna paling
lama 60 {enam puluh} Hari terhitung sejak aia*.rtuLrry" p*rrii* angt{it. ' rr

Baglrn Keempat
Hak Menyatakan pendapat

Pasal 88

Usul pelaksanaan hak rnenyatakan pendapat yang telah memenuhi
ketentuan Undang-Uld*S mengenai 

- pemerintahan- Daerah diajukan
Anggota DPRD kepada pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat
paripurna.

Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat
{}"} disertai dengan dokumen yang me-muat pati"g sedikit:a. materi dan alasan pengajuan usulan pendapat; dan
b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket.

Usul pernyataan pendapat dilaksanakan oleh Pimpinan DpRD disampaikan
dalam rapat paripurna.

pasal 89

Rapat paripurna mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan
tahapan:
a. pengusul menyarnpaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraisi;c. Bupati memberikan pendapat; dan
d. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD dan

pendapat Bupati.

usul sebagaimana dimaksud pada ayat {l} menjadi hak rnenyatakan
pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yeng
dihadiri paling sedikit 3/a {tiga perempat} dari jumlah anggota DpRD danputusan diambil dengan persetujuan paJing sedikit 2/3 {dua pertiga} darijumlah Anggota DPRD yang hadir.

(1)

(21

(3)

(U

(21
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(3)

(4)

(s)

(6)

{71

Dalam hal rapat paripun:a sebagaimana dimaksud pada ayat tU tidak
dihadiri paling sedikit 3/a (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD, rapat
ditunda paling banyak 2 {dua} kali dengan tenggang waktu masing-masing
tidak lebih dari I {satu}jam.

Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada
ayat t3) jumlah Anggota DPRD tidak terpenuhi, pimpinan rapat dapat
menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari.

Apabila setelah penundaan sebagairnana dimaksud pada ayat (41 belum juga
terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna penryataan pendapat dapat
diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh badan musyawara-h.

Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan
pendapat rnemperoleh Keputusan DPRD dalarn rapat paripurna.

Dalam hal usul pernyataan pendapat disetqiui, ditetapkan Keputusan
DPRD yang rnemuat:
a" pernyataan pendapat;
b. saran penyelesaiannya; dan
c. peringatan.

Bagian Kelima
Peiaksanaan Hak Anggota

Paragraf I
Hak Mengajukan Rancangan Perda

Pasal 9O

Setiap Anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan Ferda.

Usul prakarsa sebagairnana dimaksud pada ayat {1), di*arnpaikan kepada
Pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan Perda disertai penjelasan secara
tertulis dan diberikan nomor pokok oleh $ekretariat DPRD,

Paragraf 2
Hak Mengajukan Pertanyaan

trasal 91

Setiap Anggota DPRD dapat rnengqiukan pertanyaan kepada Pernerintah
Daerah berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD baik $ecara
lisan rlaupun secara tertulis.

Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} diberikan secara lisan atau secara tertulis dalarn tenggang waktu
yang disepakati bersarna.

Paragraf 3
Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 92

(1) Setiap Anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan
pend.apat baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada trimpinan DPRD.

(1)

{2t

(1)

{21
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{2} Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud
dengan memperhatikan tata krama, etika,
kepatutan sesuai Kode Etik.

pada ayat {l}, disampaikan
moral, sopan santun, dan

Paragraf4
Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 93

Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipiiih menjadi pimpinan alat
ke lengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan pe.undang*rrd".ngurr.

Paragraf 5
Hak Membela Diri

Anggota DPRD yang diduga
diberi kesempatan untuk
kepada badan kehormatan.

Paml 94

melakukan pelanggaran sumpahljanji dan Kode Etik
membela diri dan/atau memberikan keterangan

Paragraf 6
Hak Imunitas

(1)

Pasal gS

Anggota DPRD mempunyai hak imunitas dan dilaksanakan sesuai dengan
Undang- Undan g men genai Pernerintahan Daerah.

Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan,
pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan, baik sacara lisan
maupun tertulis di dalam rapat DPRD ataupun di luar rapat DPRD yang
berkaitan dengan fungsi aerta tugas dan wewenang DPRD.

(3) Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan,
pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikernukakan, baik di dalam rapat
DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta
tugas dan wewenang DPRD.

(4) Ketentuan sebagaimana dirnaksud pada ayat {1} tidak berlaku dalam hal
anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati
dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal tain yang dimaksud
dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan
peratu ran perundang-undangan.

Paragraf 7
Hak Mengikuti 0rientasi dan

Pendalarnan Tbgas

(2t

Pasal 96
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t1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengilruti orientasi pelaksanaan
tugas sebagai Anggota DPRD pada permulaan ma$a jabatannya dan
mengikuti pendalaman tugas pada rRasa jabatannya.

Orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dapat dilakukan oleh
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, $ekretariat DpRD provinsi,
partai politik, atau perguruan tinggi.

Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Ang;ota
DPRD dibebankan pada penyelenggara"

(4) Anggota DPRD meiaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman
tugas kepada Pimpinan DPRD dan kepada pimpinan Fraksi.

ParagrafS
Hak Protokoler

Pasal 97

Pimpinan dan Anggota DPRD memil.iki hak protokoler yang pelaksanaanya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9
Hak Keuangan dan Adrninistratif

Pasal 98

Pimpinan dan Anggota DPRD memiliki hak keuangan dan Administratif yang
pelaksanaanya diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Anggota DPRD

Pasal 99

Anggota DPRD berkewajiban :

a. memegang teguh dan mengamalkan pancasila;
b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun

1945 dan menaati ketentuan peraturan*perundang

t2l

{3}

c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan
Negara Ke*atuan Republik Indonesia;

d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi,
atau golongan;

f. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakSrat;
f. menaati prinsip demokrasi dalarn penyelenggaraan Pemerintah Daerah;g. menaati tata tertib dan kode etik;
h. menjaga etika dan noffna datarn hubungan kerja deagan lernbaga lain

dalarn penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
men"yerap dan rnenghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja
secara berkala;
menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduacl masyarakat;

keutuhan

kelompok,

i.

j.
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k.

l.

mernberikan pertanggungiawaban secara
konstituen di daerah pemilihannya;dan
melaporkan laporan harta kekayaan pejabat
ketentuan peraturan perundang-undangan.

rnoral dan politis kepada

Negara (LHKPN) sesuai dengan

BAts YI

PERSTDANGAN DAN RAPAT DPRD

Bagian Kesatu
Umum

Pa*al lOO

Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota
DPRD.

Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) rnasa persidangan.

Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa trese$, kecuali pada
persidangan terakhir dari 1 {satu} periode keanggotaan DPRD, rnasa re$es
ditiadakan.

Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan
tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-
undangan, pelaksanaan reaea dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan
tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-
undangan.

Pasal 101

(1) Masa re$es bagi DPRD ditaksanakan pafing lama 6 {enam} Hari dalam I
{satu} kali reses.

{21 Sekretaris DPRD mengumumkan agenda resss *etiap Anggota DPRD paling
lambat 3 {tiga} Hari sebelum masa rese$ dimulai melalui sa}uran yang
mudah diakses.

Masa rese$ Anggota DPRD secara perseorangarr atar kelompok
dilaksanakan dengan memperhatikan:
a. wakfu reses anggota DPRD Kabupaten pada daerah pemilihan yang

sama;
b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
d. kebutuhan konsultasi publik dalam pemhentukan Perda.

Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan
DPRD, paling sedikit memuat:
a. waktu dan tempat kegiatzur reses;
b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.

Anggota DPRD yang tidak menyzunpaikan laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

(1)

tzl

(3)

{4}

(3)

{4)

(s)
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{1}

Pasal IO2

Jenis rapat DPRD terdiri atas:
a. rapat pa-ripuma;
b. rapat Pimpinan DPRD;
c. rapat Fraksi;
d. rapat Rapimgab/konsultasi;
e. rapat badan musyawarah;
f. rapat komisi;
g" rapat gabungan komisi;
h. rapat badan anggaran;
i. rapat Bapemperda;
j. rapat badan kehormatan;
k. rapat panitia khusus;
l. rapat kerja;
m. rapat dengar pendapat; dan
n. rapat dengar pendapat umum.

Rlnat paripurna merupakan forurn rapat tertinggi Anggota DPRD yang
dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DpRn.

Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota pimpinan DpRo yang
dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.

Rapat Fraksi merupakan rapat anggota Fraksi yarg dipimpin oleh pirnpinan
Fraksi.

(5) Rapat konsultasi merupakan rapat antara Pirnpinan DPRD dengan
pimpinan Fraksi dan pimpinan alat ketengkapan DPRD yang dipimpin oleh
ketua atau wakil ketua DPRD.

Rapat badan musyawarah merupakan rapat anggota badan musyawarah
yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan musyawarah.

Rapat komisi merupakan rapat anggota kornisi yang dipimpin oleh ketua
atau wakil ketua komisi.

(8) Rapat gabungan komisi merupakan rapat antarkomisi yang d"ipimpin oteh
ketua atau wakil ketua DPRD.

{2)

(3)

(41

(6)

(7t

(9) Rapat badan anggaran merupakan rapat
dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan

anggota badan anggaran yang
anggaran.

{10} Rapat Bapemperda mempakan rapat anggota Bapemperda yang dipimpin
oleh ketua atau wakil ketua Bapemperda.

(11) Rapat badan kehormatan merupakan rapat anggota badan kehormatan
yang dipimpin olel: ketua atau wakil ketua badan kehormatan.

(12) Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang
dipimpin oleh ketua ata"u wakil ketua panitia khrrsrrs.

(13) Rapat kerja merupakan rapat antara badan anggaran, kornisi, gabungan
komisi, Bapemperda, atau panitia khusus dan Bupati atau pe3alat yang
ditunjuk.
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t4)

ts)

(14) Rapat dengar pendapat rnerupakan rapat antara komisi, gabungan kornisi,
Bapemperda, badan anggaran, atau panitia khusus dan Femerintah Daerah.

i15) Rapat denga.r pendapat umum merupakan rapat antara komisi, gabungan
komisi, Bapemperda, badan anggaran, atau panitia khusus dan
perseorangan kelompok, organisasi, atau badan swasta.

Pasal 103

(U $etiap rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang
dinyatakan tertutup.

(21 Rapat paripur:ra dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan
secara terbuka.

(3) selain rapat DFRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2't, rapat DpRD
dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan
kesepakatan peserta rapat.

Setiap rapat DpRD dibuat berita acara dan risalah rapat"

Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib
disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat
tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DpRD.

Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup
untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disarnpaikan oleh peserta
rapat kepada pihak lain atau Publik.

Setiap orang yang meiihat, mendengar, atau mengetahui pen:rbicaraan atau
keputusan rapat tertutup seba.gaimana dimaksud pada ayat (6), rvajib
merahasiakannya.

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan
ayat {7} dikenakan sanksi se*uai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,

Pasatr 1O4

Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD.

Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di dalarn gedung DPRD,
pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung DPRD harrrs memperhatikan
efisienei dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan
Daerah.

Rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila tedadi
kondisi kahar.

Pasal 105

{1} Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, sesuai dengan tugas
dan kewajibannya.

(2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat {U wa3ib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.

(6)

(7)

(8)

t1)

(2t

(3)
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(41

Para undangan yang menghadirt rapat DPRD, disediakan daftar hadir rapat
tersendiri.

Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan rua.ngan. rapat, wajib
memberitahukan kepada pimpinan rapat.

Bagian Kedua
Hari, Waktu dan Tempat Rapat

Pasal 106

Hari kerja DPRD adalah hari Senin sampai dengan Jumat.

Dalam hal tertentu dan dipandang perlu maka hari iibur dapat
dipergunakan sebagai waktu rapat atas usulan pimpinan alat
kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD.

Di luar ketentuan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat
(2), ditentukan oleh rapat yang bersangkutan, kecuali Badan
Musyawarah menetapkan yang lain.

semua jenis rapat dilakukan di Gedung DPRD, kecuaii karena
kebutuhan dan keadaan darurat, rapat DPRD dapat dilaksanakan di
tempat lain yang ditentukan oleh Pirnpinan DPRD.

Pasal 107

(1) Rapat paripurna terdiri atas:
a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
b. rapat paripuna untuk p€ngumumall.

Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul:
a. Bupati;
b. pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
c. Anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit I /5 {satu perlima} dari

jumlah Anggota DPRD yang mewakili lebih dari 1 {satu} Fraksi.

Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua
DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh badan
musyawarah.

(4) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan Perda
APBD wajib dihadiri oleh Bupati.

(5) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan Perda
selain pada ayat {4} dihadiri oleh Bupati atau Wakil Bupati atau pejabat
yang ditunjuk.

Pasal LO8

(1) Hasil rapat paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam
bentuk peraturan atau keputusan DPRD.

{1)

(2)

{s)

(4)

(21

(3)
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(1)

t2t

(2) Hasil rapat alat kelengkapan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan
alat kelengkapan DPRD.

Bagian Ketiga
Undangan dan Peninjau Rapat

Pasal 1O9

Undangan rapat terdiri atas:
a. mereka yang bukan Anggota DPRD, yang hadir dalam rapat DPRD atas

Undangan Pimpinan DPRD; dan
b. Anggota DPRD yang hadir dalarn Rapat Alat Kelengkapan DPRD atas

undangan Pimpinan DPRD dan bukan Anggsta Atrat Kelengkapan yang
bersangkutan.

Peninjau dan warta\rya.n adalah mereka yarg hadir dalam rapat DPRD tanpa
undangan Pimpinan DPRD dengan mendapatkan persetujuan dari Pimpinan
DPRD atau Pimpinan Alat Kelengkapan yang bersangkutan.

Undangan dapat berbicara datam rapat atas persetujuan Pimpinan Rapat
tetapi tidak mempunyai hak suara.

Peninjau dan wartawan tidak rnempunyai hak suara dan tidak boleh
menyatakan sesuatu dengan perkataan maupun dengan cara lain.

Untuk undangan, peninjau dan wartawan disediakan tenrpat tersendiri.

Undangan, peninjau, dan wartawan wajib mentaati tata tertib rapat dan
atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.

Pasal 1 10

Pimpinan Rapat menjaga agar Rapat be{aian secara tertib"

Pirnpinan Rapat dapat meminta agar undangan, peninjau, dan atau
wartawan yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruangan rapat,
{}n apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan
dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah pimpinan iapat.

Pimpinan Rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut apabila terjadi
peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat {I}"

(a) Lama penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat {3} tidak boleh
Iebih da:i 24 {dua puluh empat} jam.

Bagian Keernpat
Pakaian

Pasal 1 1 1

Dalam menghadiri rapat sebagaimana dimaksud pada pasai t,o3 ayat (1),
Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan:
a. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dalarn hal Rapat Pa.ripurna Mendengarkan

Pidato Kenegaraan, dan Rapat Paripurna pengucapan sumpah Janji
Anggora DPRD;

b. Pakaian Sipil Resmi {pSR} dalam hal Rapat Paripurna Kesepakatan
KUA/KUPA dan PPAS APBD, Rapat Paripurna penyampaian

(3)

(4)

(.5)

(6)

(u

tzt

t3)

t1)
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{3}

(4)

(u

(21

Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan pertanggungiawan Bupati,
Penyampaian dan Persetujuan APBD perubahan -a"r, apen Induk,
Rapat Paripurna Penyampaian dan persetqluan Raperda;danc. Pakaian DinasHarian (PDH) daJ.am hal pelaksan&an pengawasan, rapat
komisi, dan kunjungan kerja dalam atau luar daerah-setLp hari senin;

Dalam menghadiri rapat selain sebagain:ana dimaksud pada ayat tU,Pimpinan dan Anggota npRD w4iu mengenakan pd."i"" yant
pantas / sopan/ rnenyesuaikan dengan eurat undangan.

Apabila pada hari yang sanla diadakan z (dua) rapat paripurna
sebagaimana dimakeud ayat (1) huruf a dan huruf b, maka pimpinan dan
Anggota DPRD mengenakan pakaian $ipil Resmi {pSR}.

Da-lam menghadiri rapat*rapat DPRD, undargan mengenakan pakaian
sesuai dengan yang tertera datam und"angan"

BAB VII

PENGAMBILAI{ KEPUTUSAN

Pasal 112

Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan
dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Dalarn hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dirnakrud. pada ayat
(1}tidaktercapai,keputusandiambi}berdasarkanauaraterbanyak

Pasal 113

(U

(2t

Setiap rapat DPRD dapat rnengambil

Ketentuan sebagaimana dimaksud
DPRD yang bersifat pengumuman.

keputusan jika memenuhi kuorum.

pada ayat {1} dikecualikan bagi rapat

(3) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat {U adalah rapat alat
kelengkapan dihadiri oleh paling eedikit Ll} {satu per dua} dari jumlah
anggota rapat alat kelengkapan yang bersangkutan.

Pasal 114

(U Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila:
a. dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota

DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angkei dan
hak menyatakan pendapat serta untuk mengarnhil keputusan mengenai
usul pemberhentian Bupati dan/atau wakil Bupati;

b' dihadiri oleh pa-ling sedikit 2/3 {d:ua pertiga} dari jumlah Anggota DpRD
untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan perda
dan APBD; atau

c. dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Angg<rta DPRD untuk
rapat paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b.
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{21 Keputusan rapat paripuma sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
dinyatakan sah apabila:
a. disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga| dari jumlah Anggota DPRD

yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf a;
b. disetujui oleh lebih dari 1/2 {satu perdua} jumlah Anggota DPRD yang

hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1| huruf b; atau
c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagairnana dimaksud

pada ayat (1) hurufc.

Apabiia kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat
ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang walctu masing-masing
tidak lebih dari 1 (satuljarn.

Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat {1} belum juga terpenuhi,
pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 {tiga} Hari atau sarnpai
waktu yang ditetapkan oleh badan musyawarah.

Apabila setelah penundaan sebagairnana dimaksud pada ayat {4} kuorum
sebagaimana dimaksud pada ayat {U belum juga terpenuhi, terhadap
ketentuan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan
APBD, rapat tidak dapat mengambil keputuuan dan penyelesaiannya
diserahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum
sebagaimana dimaksud pada ayat {U belunn juga terpenuhi, terhadap
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat tU huruf c, pengambilan
keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi.

Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan
pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan
rnusya'warahr untuk mufakat.

Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat
{7} tidak tercapai, keputusan diarnbil berdasarkan suara terbanyak.

(9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang
ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 1 15

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyewarah untuk mufakat
maupun berdasarkan suara terbanyak, me npakan kesepakatan unfuk
ditindaktanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

BAB VIII

PEMBERHENTIAN ANTARiT/AKTU, PENOGAN?IAN
ANTARWAKTU, DA}'I PEMBERHENTIAN

Bagran Kesa"tu
Pem berhentian antar-Waktu

(3)

(4)

(s)

t6)

(71

(8)

Pasal 1 tr6

berhenti antarwaktu karena:(1) Anggota DPRD
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meninggal dunia;
mengundurkan diri; atau
diberhentikan.

Mengundurkan d,iri sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf b ditandai
dengan surat pengundlrran diri dari yang bersangkrrtan, mulai berlaku
terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau
terhitung seJak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentrran peraturan
perundang-undangan.

Anggota DPRD diberhentikan antarqialrtu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c jika:
a. tidak dapat melaksanakan tugas $eca-ra berkelanjutan atau berhalangan

tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa
keterangan apa pun;

b. melanggar sumpah ljanJi dan Kode Etik;
c, dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap karena meXakukan tindak pidana
yang diancarn dengan pidana penjara 5 pima) tahun atau lebih;

d. tidak rnenghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD
yang menjadi tugas dan kewqiibannya sebanyak 5 {ena:n} ka-li berturut-
turut tanpa alasan yang sah;

e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai ca-lon Anggota DPRD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pernilihan umllm ;g. melanggar ketentuan larangan sebagairnana diatur dalam peraturan
perundang-undangan;

h. diberhentikan sebagai anggota partai poiitik sesuai dengan ketentuan
peraturan peru ndang-undangan ; atau

i. rnenjadi anggota partai politik lain.

Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena aJasan
sebagaimana dimaksud pada ayat {3} hunrf b, hunrf c, huruf f, atau huruf g.

Pasal 11"7

Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat {1}
huruf a dan huruf b serta ayat {3} }ruruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i
diusulkan oleh pirnpinan partai politik kepada Pirnpinan DPRD dengan
tembusan kepada Oubernur sebagai wakil Pemerintah Fusat.

Pasal I 18

Paling lama 7 {tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usui pemberhentian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 Pimpinan DPRD menyampaikan
usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat rnelalui Bupati untuk memperoleh peresmian
pemberhentian.

Apabila setelah T (tujuh) hari Pimpinan DtrRD tidak mengusulkan
pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah
Pusat, Selcretaris DPRD melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD
kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat metralui Bupati.

(3) Paling lama 7 {rujuh} hari terhitung sejak diterimanya usul pernberhentian
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} atau laporan sebagaimana dimaksud

a.
b.
C.

{21

{3}

(4)

(1)

{2\
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{i}

{21

{1)

(21

pada ayat t?t, Bupati menyampaikan usul pemberhentian tersebut kepada
gubernur sebagai wakil pernerintah pusat.

t4) Dalam hal Pirnpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota
DPRD sebagairnana dimaksud pada ayat {1} dan Sekretaris DpRD iiaak
melaporkan proses pemberhentian anggnta DPRD sebagaimana dimaksud
pada ayat tzl, Bupati menyarnpaikan usulan pemberhentian kepada
Oubernur sebagai wakil Femerintah pusat.

(5) Apabila setelah V {tujuh} hari Bupati tidak menyampaikan usul
pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dirnaksud pada ayat {3},Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian Lnggrita
DPRD kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat"

Pasal 119

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menerbitkan k*putusan
pemberhentian anggota DPRD paling lama 14 {empat belas} hari terhitung
sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota DPRD dari Bupati atau
Pimpinan DPRD.

Peresmian pemberhentian anggota DPRD mulai berlaku terhitung sejak
tangga[ ditetapkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kecuali
untuk peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 116 ayat {3} huruf c mulai berlaku terhitung sejak tanggal
putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 12O

Ketentuan mengenai tata ca.ra pengusulan pemberhentian anggota DPRD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal L L6 berlaku secara mutatiJ mutand"is
terhadap tata cara pengueulan pemberhentian anggota DPRD yang
dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan
pengadilan yang telah berkeliuatan hukum tetap.

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan teguran tertulis
kepada Bupati apabila setelah 7 {tujuh} hari tidak minindaldanjuti
pemberhentian anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak
pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukurn
tetap.

Apabila dalam jangka waktu 14 {empat belas} hari terhitung sejak terbitnya
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Gubernur sebagai
wakil Pemerintah Fusat belurn rnenerima usula.n pemberhentian anggJta
DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur sebagai watit
Pemerintah Pusat memberhentikan anggota DPRD.

Apabila dalam jangka waktu 14 {empat belas} hari terhitung sejak terbitnya
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Gubernur sebagai
wakil Pemerintah Pusat belum memberhentikan anggota DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, Menteri memberhenUtqan agggota
DPRD.

t3l

(4)
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(2t

(1)

{2}

Pacal 121

Dalam hal anggota DPRD mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak
mengusulkan pemberhentiannya kepada Pimpinan DPRD, dalam waktu paling
lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran
dirinya sebagai anggota DPRD, Pimpinan DPRD meneruskan usul pemberhentian
anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati
untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Pasal 122

Pemberhentian antarwaktu Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 l6ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan lruruf g, dilakukan
*esuai dengan Undang*Undang mengenai Pemerintahan Daerah.

Gubernur sebagai wakil Pemerintah trusat meresmikan pemberhentian
anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat {1} paling [ama 14 {empat
belas) hari terhitung sejak diterimanya keputusan Badan Kehoruratan DPRD
atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggota*ya.

Bagran Kedua
Penggantian Antar Waktu

Pasal 123

Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 116 ayat {1} digantikan oleh ca}on Anggota DPRD yang memperoleh
suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara
dari partai politik yang $ama pada daerah pemilihan yang sama.

Dalam hal calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan
berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat {1} mengundurkan diri,
meninggal dunia, atau tidak lagi rnemenuhi syarat sebagai calon Anggota
DPRD, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat {1} digantikan oleh
calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya
dari partai politik yang sama pada Daerah pemilihan yang sama.

Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usula"n
calon Anggota DPRD yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai
politik yang sudah mernperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan
lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang
partai politik.

Jika masih terdapat per*elisihan atas putusan mahkamah partai atau
sebutan lain sebagaima.na dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai
politik tingkat pu*at yang dapat mengusulkan penggafitian merupakan
kepengurusarl yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

Pasal 124

(1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan
antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada Komisi
Pemilihan Umum Daerah yang ditembuskan kepada Kornisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia.

(3)

(4)
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t2|

t3)

(4)

ts)

Nama calon pengganti antar waktu disampaikan oleh Komisi Pernilihan
Umum Daerah kepada Pimpinan DPRB paling lambat 5 (iima) Hari terhitung
sejak eurat Pimpinan DPRD diterirna.

Paling lambat 7 (tujuh| Hari terhitung sejak rnenerima narna caion
pengganti antar waktu dari Komisi Pemifhan Umurn Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat {2}, Pimpinan DPRD menyampaikan narna anggota
DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada
Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.

Paling lambat 7 (tujuh) hari terhifung sejak rneneri:na nama anggota DPRD
ya&g diberhentikan dan na:na calon pengganti antar waktu, Bupati
menyampaikan narna anggota DPRI) yang diberhentikan dan nama calon
pengganti antar waktu kepada Guhemur sebagai wakil Pemerintah Fusat.

Paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak rnenerima^ nama anggota
DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari
Bupati, Gubemur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan
pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Gubernur sebagai
wakil Pemerintah Pusat.

Dalam hal Bupati tidak menyampaikan penggantian antar waktu kepada
Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada
ayat (5), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat rneresmikan penggantian
antarwaktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan
DPRD"

Pasal 1?5

Anggota DPRD pengganti antar waktu meqiadi anggota pada alat
kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya.

Masa jabatan Anggota DPRD pengganti antar walrtu melanjutkan sisa masa
jabatan Anggota DPRD yang digantikannya.

Penggantian antar waktu Anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa
masa jabatan Anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 {enam} bulan.

Pasal 116

Calon Anggota DPRD pengganti antar waktu harus memenuhi persyaratan
sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan
Undang-Undang mengenai pemilihan umum.

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai
politik pengusung calon AngSlota DPRD pengganti antar waktu tidak dalam
sengketa partai politik.

Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dan ayat (2}
dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana
kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan
Undang-Undang mengenai pemilihan umunl dan melampirkan:
a. sr-lrat keterangan tidak ada sengketa partai politik dari mahkamah partai

atau aebutan lai:: dan/atau pengadilan negeri seternpat;
b. surat usulan pemberhentian Anggota IIPRD dari pimpinan partai politik

disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan

(61

(1)

(21

(3)

{t}

(21

(3)
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c.

d.

peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan
anggaran rumah tangga Partai politik;
fotokopi daftar calon tetap Anggota DPRD pada pemilihan umum yang
dilegalisir oleh Komisi Pemiiiha.n Umum Daerah; dan
fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang
mengusulkan penggantian antar waktu Anggota DPRD yang dilegaiisir
oleh Kcmisi Pemilihan Umum Daerah.

(4) Kelengkapan administratif
diveriflikasi oleh unit kerja
kewenangannya.

penggantian antar
di rnasing-masing

Pasal 127

waktu Anggota DPRD
lembaga/instansi sesuai

{1}

t2)

Anggota DPRD pengganti antar waktu sebelum memangku jabatannya,
mengucapkan sumpahljanji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalarn
rapat paripurna.

Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (U
dilaksanakan paling Lama 60 {enam puluh} hari terhitung sejak diterimanya
keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DFRD"

t3) Tata cara pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD pengganti antar waktu
sebagai berilc"rt :

1. Menyanyikan Lagu Kebangsaar: Indonesia Raya;
2. Pembukaan oleh Pimpinan DPRD;
3. Pembacaan Keputlr.san Gubernur tentang peresmian pemberhenlian dan

pengangkatan anggota DPRD;
4. Pengucapan sumpah/janji dipandu pimpinan DPRD;
5. Penandatanganan Berita Acara sumpahljanji;
6. Penyematan Pin dan Penyerahan SK Guberrlur;
7. Pembacaan do'a;
8. Penr.ltup.

(4) Pengucapan sumpahljanji Anggota DPRD pengganti antar waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat {2}, didampingi oleh rohaniawan sesuai
dengan agamanya masing-masing.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 36
berlaku dalarn pengambilan surnpah/janji Anggota DPRD pengganti
antarwaktu.

Sn,gian Kefiga
Pemberhentian Anggota DPRD

Pasal 128

Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:
a. menjadi terdakwa dalam perkara tirrdak pidana Ltrr,rlm yarrg diancam dengan

pidana penjara paling singkat 5 {lirna} ta}run; atau
b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khi"rsus.
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(1)

{21

Pasal 129

Pemberhentian sementara anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 128 diusulkan oleh Pirnpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat melalui Bupati"

Apabila setelah 7 {tuluh} hari terhitung sejak anggota DPRD ditetapkan
sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 Pimpinan npnp
tidak mengusulkan pemherhentian sementara, $elrretarie DPRD- melaporkan
status terdakwa anggota DPRD kepada Bupati.

Bupati berdasarkan laporan Sekretarie DPRD sebagaimana .dimaksud pada
ayat {21 mengajukan usul pemberhentian CIementara anggota DPRD kepada
Gubernur sebagai wakil Pemerintah Rrsat.

Gubemur sebagai wakil Pemerintah Puaat memberhentika:r sementara
sebagai anggota DPRD atas usul Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat {3}.

Dalam hal Bupati tidak mengusulkan pemberhentian sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dan ayat {3}, Guberrrur sebagai wakil
Pernerintah Pusat memberhentikan sementara anggota DPRD berdasarkan
register perkara pengadilan negeri.

(3)

(4)

(s)

t6)

(1)

l2t

(1)

{21

(3)

Pemberhentian sernen tara
mulai berlaku terhitung
terdakwa.

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat {5)
sejak tanggal anggota DPRD ditetapkan sebagai

Pasal 130

Dalam hal Anggota DPRD yang diberhentikan sementara berkedr.ldukan
sebagai Pimpinan DPRI), pemberhentian sernentara sebagai Anggota DPRD
diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.

Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat (11, partai politik asal Pirnpinan DFRD yang
diberhentikan sementara mengusulkan kepa.da Pimpinan DPRD salah
seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk
melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara,

Pasal 131

Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan
tind.ak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal L28 berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DpRn.

Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan atas usulan pimpinan partai potitik paling la:na 7 {tujuh} hari
terhitung sejak tanggal putu$an pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.

Daiam hal setelah 7 {tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat {2}
pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD,
Pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada
Oubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk DPRD tanpa usulan partai
poiitiknya.
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{4}

(5)

Cubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan anggota DPRD
atas usul Pimpinan DPRD.

Pernberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (l) mulai berlaku
terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperCIleh kekuatan hukum
tetap.

Dalarn hai Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD
yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum
berakhir"

BAB TX

FRAKSI

Paeal 132

untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DFRD
serta hak dan kewajiban anggota DPRD, dibentuk fraksi sebagai wadah
berhimpun anggota DPRD.

Fraksi DPRD dibentuk paling lama 1 {safu} bulan setelah pelantikan
Anggota DPRD.

Setiap Anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu Fraksi.

Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah
komisi di DPRD.

(5) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau tebih dapat membentuk I {satu)
Fraksi.

(6) Partai politik harus mendudukkan seiuruh anggotanya dalam 1 (satu)
Fraksi yang sama.

(7) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat {3}, anggotanya dapat bergabung dengan
Fraksi yang ada atau membentuk paling banyak 2 (dua) Fraksi gabungan.

(8) Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan
dalam rapat paripurna.

(9) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling
singkat 2 {dua} tahun 6 {enam} hulan dengan ketentua:r Fraksi gabungan
sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.

(10) Dalam menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan DPRD, Fraksi
memper{cimbangkan latar belakang, kon:petensi, pengalaman, dan beban
kerja anggotanya,

{6}

t1)

(21

(3)

(4)
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(1)

(21

(1)

(2t

Pasal 133

Dalam hal jumlah anggota Fraksi lebih dari 3 {tiga} orang, pimpinan Fraksi
terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yrrrg Aipifiir dari dan oleh
anggota Fraksi.

Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat {l)dilaporkan kepada Pimpinan DPRD uniuk diumumkan a*** - 

"*p*iparipurna.

Pasal 134

Fraksi mempunyai sekretariat.

Sekretariat Fraksi mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan
tugas Fraksi.

{3} Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, d"an tenaga ahli guna
kelancaran.Felqks*ttaan tugas Fraksi sesuai Aingan kebutuhai dan deigan
rnemperhatikan kemampuan ApBD,

Pasal 135

Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga a-hli.

Tenaga ahli Fraksi paling sedikit memenuhi persyaratan:
a. berpendidikan paling rendah strata satu {Si; dengan pengalaman kerja

paling singkat 3 (tiga) tahun;
b. menguasai bidang pemerintahan; dan
c. rnenguasai tugas dan fungsi DpRD.

Pasal 186

Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:a. fungsi dan tugas;
b. I<ornposisi Fraksi, Pimpinan dan Alat Kerengkapan DpRD;
c' keterlibatan Anggota Fraksi di Pimpinan bfnn dan Alat Kelengkapan

DPRD;
d. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil

terkait pelaksanaa.n fungsi pembentukan perda, - pengawa*"r., dan
anggaran; dan

e' aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak tanjut yang belum,
sedang, dan telah dilakukan Fraksi.

Laporan kinerja. Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat {l} merupakan
bentuk keterbukaan informasi kepada konstituen darr masyarak*i y*rg
harus dipublikasikan di media publikasi DPRD dan/atau rnedia lokal.

(U

t2l

(1)

(2t
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(4)

BAB X

PENGANGKATAN DAIq PBHGBSAHAN IIIAKIL BUPATI MENJADI BUPATI

Pasal 137

Dalam hal Bupati berhenti karena:
a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri; atau
c. diberhentikan;
rnaka Wakil Bupati menggaritikan Bupati.

DPRD menyampaikan usulan pengangkatan dan pengesahan Wakil Bupati
menjadi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Dalaur
Negeri melalui Gubernur untuk diangkat dan disahkan sebagai Bupati.

Dalam hal DPRD tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Bupati
berhenti, Gubernur menyampaikan usulan kepada Menteri dan Menteri
berdasarkan usulan Gubernur mengangkat dan mengesahkan Wakil Bupati
sebagai Bupati.

Dalam hal Gubernur tidak menyampaikan usulan sebagairnana dimaksud
pada ayat {3} dalam waktu 5 (lima} hari terhitung sejak diterimanya usulan
dari DPRD kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat {2} Menteri
berdasarkan usulan DPRD mengangkat dan mengesahkan Wakil Bupati
sebagai Bupati.

Dalam hal Gubernur dan DPRD tidak menyampaikan usulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat {4}, Menteri mengesahkan pengangkatan
Wakil Bupati menjadi Bupati berdasarkan:
a" Surat kematian;
b. $urat pernyataan pengunduran diri dari Bupati; atau
c" Keputusan pemberhentian.

BAB XI

MEKANISME PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WAKIL BUPATI
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 138

(1) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati secara bersama-sama tidak dapat
menjalankan tugas karena alasan sebagaimana din:aksud dalam Pasal 137
ayat (1), dilakukan pengisian jabatan melalui mekanisme pemilihan oleh
DPRD-

Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang masih rnemitiki
kursi di DPRD mengusuikan 2 (dua) pasangan calon kepada DFRD untuk
dipiiih.

Dalam ha1 Partai Politik atau gabungan Partai Folitik pengusung tidak
memiliki kursi di DPRD pada saat dilakukan pengisian jabatan Bupati dan
Wakil Bupati, maka Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang
memiliki kursi di DPRD mengusulkan pasangan calon paling sedikit 207o
{dua puiuh persen} dari jumlah kursi.

(1)

{21

(3i

(2t

(s)

(3)
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(4) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati yang berasal dari perseoranga:r secara
bersama*Earrla tidak clapat rnenjalankan tugas karena alasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 137 ayat {U, dilakukan pengisian jabatan melalui
rnekanisme pemilihan oleh DPRD, yang calonnya diusutkan oleh partai
Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD paling
sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi.

DPRD melakukan prCIses pemilihan sebagairnana dimaksud pada ayat {2},
ayat(3), dan ayat (4) berdasarkan perolehan suara terbanyak.

DPRD menyarnpaikan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupatikepada
Menteri melah.ri Gubernur.

Dalam hal sisa masa jabatan kurang dari 18 {delapan beias} bulan, Menteri
menetapkan penjabat Bupati.

Mekanisme pengisian jabatan melalui Dewan Perwahilan Ratryat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat {2}, ayat{3}, ayat {4}, ayat (s}, dan
ayat {5} dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
und"angan.

Pasal 139

Dalam hal V/akil Bupati berhenti karena meninggal d.unia, permintaan
sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Bupati dilakukan mela-lui
mekanisme pemilihan oleh DPRD berdasarkan usulan dari Partai Politik
atau gabungan Partai Politik pengusung.

Partai Politik atau gabungan Partai Folitik pengusung mengusulkan ? {dua}
orang calon Wakil Bupati kepada DPRD melalui Bupati untuk dipilih dalam
rapat paripurna DPRD.

Dalam hal Wakil Bupati berasal dari calon perseorangan berhenti karena
meninggal dunia, permintaan sendi"ri, atau diberhentikan, pengisian Wakil
tsupati dilakukan melalui mekani*me pemilihan masing-masing oleh DPRD
berdasarkan usulan Bupati.

Pengisian kekosongan jabatan Wakil Eupati dilakukan jika sisa masa
jabatannya lebih dari 18 {delapan belas} bulan terhitung sejak kosongnya
jabatan tersebut.

(5) Tata cara pengusulan dan pengangkatan calon Wakil Bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat (l|, ayat (2), ayat {3}, dan ayat {a} diiaksanakan sesuai
den gan kete ntuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Panitia Pemilihan

Pasal 140

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan sua"ra dalam pemilihan Calon
Bupati dan Wakil Bupatiatau lVakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat {21, Pasa} 138, dan Pasal 139, Pimpinan DPRD dapat
membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan
DPRD.

(7t

t8)

(s)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)
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l2l

t3)

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1| paling banyak 11
(sebelas) orang dari anggota DPRD, terdiri dari seorang Ketu&, seorang Wakil
Ketua, $eorang Sekretaris dan I (detapan) orang Anggota.

Panitia Pemilihan bertugas:
a. menJrusun jadwal dan tahapan Pem{lihan se*uai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;
mempersiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam
rangka Pemilihan Ca-lon Bupati dan Wakil Bupatiatau Wakil Bupati;
menentukan jumlah, tata c&ra pengusulan, daR merr1rususun tata tertib
saksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang*undangan;
memberikan penjelasan kepada Rapat Paripurna DPRD tentang tata
cara pelaksanaan pemungutan suara dengan mengguna"kan surat
suara;
mengatur tempat pemungutan suara;
mengatur tata urutan pemberian suara;
membagikan surat suara;
memeriksa keabsahan surat suara;
mencatat hasil pemungutan suara; dan
membuat berita acara hasil pemungutan suara Pemilihan Calon Bupati
dan Wakil Bupatiatau Wakit Bupatiuntuk ditanda tangani oleh Panitia
Teknis Pemilihan dan Saksi dari un$ur setiap Fraksi.

Bagian Ketiga
Persyaratan Calon tsupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati

dan Penyampaian Kelengkapan

Pasal 14L

(U Persyaratan calon Bupatidan calon llfakit Bupati adalah sebagai berikut:
a. bertakwa kepada T\.rhan Yang Maha Esa;
b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, cita-cita Froklamasi Kemerdekaan tr 7 Agustus
1.945, dan Negara Kesatuan Republik Indone*ia;

c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tinskat atas atau
sederajat;

d. berusia paling rendah 25 {dua puluh lima} tahun;
e. mampu $ecara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan

narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari
tim dokter;

f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara $ (lima) tahun atau lebih;

g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan danlatau

$ecara badan hukum yang menjadi tanggung jawahnya yang merugikan
keuangan negara;

k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

1. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
m. belurn pernah menjabat sebagai Bupafi selama 2 {dua} kali masa

jabatan dalam jabatan yang sama;
n. berhenti dari jabatannya bagi Bupati yang rnencalonkan diri di daerah

lain;

b,

c.

d,

e.
f.
c,t'
h.
i.
j.
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0.
p.

tidak berstatus sebagai penjabat Bupati;
memberitahukan pencalonannya sebagai Bupati kepada pimpinan
Dewan Perwakilan xakya* !*p *r,ggoL n**"" perwakilan Ralqyat,kepada Pimpinan Dewan perwakitan Daerah b*gr anggota DewanPeffi/akilan Daerah, atau kepada pimpinan DPRD bugr'angg;a ppnr;
menyatakan secara terturis pengunduran dir.i senalai *i"ggot, TentaraNasional Indonesia, Keporisiuo-Negara Republik Indonesia, pegawai
Negeri $ipil dan lurah/kepala desa *t*u sebutan lain sejak ditetapkansebagai pasangan calon; dan

r' berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usahamilik daerah"

calon Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati wajib menyampaian
kelengkapan pencalonannya kepada panitia Teknis pemiliiran.

Bagran Keempat
Penyampaian Visi Dan Misi

pasal 142

Sebelum dilakukan pemilihal oleh DPRD, Calon Bupati dan Wakil Bupati*?y wakil Bupati yang sudah ditetapkan wajib **rry**paikan visi danrnisinya dalam rapat paripurna yang telah d.itentu.kan,

visi dan misi sebagaimana dimaksud. pada ayat tu mernperhatikan
dokumen perencana.al1 pembangunan daerah yaneg sudeh ditetapkan dalamRencana Pembangunan Jangka Fanjang nieraf, {RpJpD} d"" Rencana
Pembangunan Jangka Menenggah naeiatr 6nrunnny .

Teknis pelaksanaan, penyampaian Visi dan Misi sebsgaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh panitia ?eknis pemilihan.

Bagran Kelima
Kuomm Rapat Paripurna pemilihan

Bupati dan Wakit Bupatiatau Wakil Bupati

Pasal 143

Pemilihan Bupati d.an wakil Bupati atau lva-kil Bupati sebagaimana
dimaksud dalam pasal I38 diserenggarakan dalam rapat paripurna,

Rapat Pa-ripurna DPRD dalarn rangka Pemilihan Calon Bupati dan WakilBupatiatau Wakil Bupati memenuhi kuorurn apabila dihadiri olehsekurang-kurangnya s/4 (tiga per empat) darijumlah anggot* ppnn.

Rapat Paripurna DpRD dipimpin oleh Ketua atau wakil Ketua DPRD.

pasal 144

Apabila pada waktu yang ditentukan untuk pembukaan rapat jumrah
anggota DPRD belum_ mencapai jumlah yang ditentukan 

"*b*gii*u1r*dimaksud dalam pasal 143 ayai 12i}, pimpinan rapar membuka dansekaligus menunda 
_ 
rapat paling naniatc ? (dua) kali, masing*masingpaling lama 1 (satuljam.

q.

(2)

IU

{2t

(31

(i)

(2J

(3)

(1)
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{21

(3)

t4)

(5)

l2t

{3)

Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana
ayat (1), jumlah yang ditentukan belum juga. tercapai,
menunda Rapat Paripurna paiing lama tiga (3) hari.

Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada
juga terpenuhi, cara penyelesaiannya diserahkan kepada
dan Pirnpinan Fraksi.

dimaksud pada
Pimpinan rapat

ayat (2), belum
Pimpinan DPRD

(1)

(2)

setiap terjadi penundaan rapat sebagaimana dimak*ud pada ayat {li dan
ayat t?l, dibuat berita acara penundaan yang ditanda tangani oleh
Pimpinan rapat"

Kehadiran anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat {U dan ayat
{2} adalah kehadiran secara administrasi dan lisik.

Bagran Keenam
Pengambilan Keputusan

Paragraf 1

Musvawarah

pasaf f+S

Pemilihan Caion Bupati dan lVakil Bupatiatau Wakil Bupati dilakukan
dengan cara mu$yawarah untuk mencapai mufakat.

Pelaksanaan musyawarah mufakat sebagairnana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Pimpinan Sidang dan Pinrpinan Fraksi atau anggota Fraksi
yang ditunjuk,

Jika tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat {l}, maka
Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupatiatau Wakil Bupati dilaksanakan
melaiui pemungutan suara yang dilaksanakan secara langsung, bebas,
rahasia, jdur dan adil.

Paragraf 2
Pemungutan $uara

Pa*al 146

(1) Untuk keperluan sebagaimana dimakeud datamPasal 143ayat {1}, panitia
Pemilihan menyediakan eurat suara yang ditandatangani oleh Ketua panitia
serta dibubuhi cap/stempel panitia dibagian belakang.

(3)

Seorang anggota DPRD hanya berhak atas
diberikan oleh Panitia Pemilihan.

Pemilihan dilakrrkan dengan mencoblos salah
Wekil Bupatiatau Wakil Bupati yang dipilih.

I (satu) surat suara yang

$atu na$ra Calon Bupati dan

(4) Surat suara yang telatr berisi naraa Calon Bupati dan Wakil Bupatiatau
Wakil Bupati, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara dalam keadaan
terlipat.

(5) Seorang anggota DPRD yang berhalangan hadir karena sebab apapun,tidak
dapat mewakilkan untuk memberikan suara
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(2t

(U

Pasa1 147

(U Surat suara yang rusak atau keliru dalam mencoblos nama salah satu
Calon Bupati dan Wakil Bupatiatau Wakil Bupati, hanya dapat dimintakan
ganti I {satu} kali kepada Panitia Pemilihan sebelum dinnasukkan kotak
suara.

Surat suara yang rusak atau keliru dikembalikan kepada panitia pemilihan
dalam bentuk lipatan untuk menjaga kerahasiaan.

Bagian Ketu.juh
Penghitungan Suara

Pasal 148

Surat suara yang sah adalah surat Buara yang berisi nama Calon Bupati
dan Wakil Bupatiatau Wakil Bupati dan dibelakangnya terdapat tand.a
tangan Ketua Panitia dan cap/sternpel panitia.

{21 Suara dinyatakan sal: apabila terdapat tanda pitihan berupa "hanya satu
cobiosan" pada *alah satu nama Calon Bupati dan Wakil Bupatiatau Wakil
Bupati.

(3I Abstain tidak dihitung sebagai per*lehaa suara"

(4) Penyimpangan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan
ayat (2), $uara dinyatakan tidak sah.

Bagian Kedelapan
Hasil Penghitungan Suara

Pasal 149

{1) Dalam penghitungan suara, panitia Teknis pemilihan
orang anggota dari masing-masing fraksi yang ada untuk
saksi.

meminta 1 {satu)
bertindak sebagai

(21

(s)

Panitia Teknis Pemilihan menghitung, mencocokan serta mengumumkanjumlah surat suara yang dibigkan-iepada Anggota DPRD yang hadir,
dengan jumlah surat sua-ra yang terdapat didalam totat suara.

Apabila ternyata terjadi perbedaan jurnlah surat suara yarrg dibagi denganjumlah surat suara dalarn kotak slrara, pemungutan suara diulang.

Surat suara dibaea dengan keras dan jelas oleh Ketua panitia Teknis
Pemilihan dan dicatat oleh sekretaris panitia Teknis pemilihan.

Ketua Panitia ?eknis Pemilihan meqielaskan surat sr:ara. yang tidak sah danjumlah suara abstain kepada Rapat frripurrra DPRD"

Setelah selesai proses Pemilihan, Panitia ?ekni* pemilihan rnemusnahkan
seluruh surat suan:a.

(4)

(5)

(6)
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Penetapan Calon Terpilih

Pasal 15O

Calon Bupati dan Wakil Bupatiatau Wakii Bupatiyang dinyatakan terpilih
adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati atau S/akil Bupati yang mendapat
perolehan suara terbanyak"

Apabila diperoleh suara sa-rna, dilakukan pemilihan ulang paling banyak 2
(dua) kali.

Apabila diiakukan pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat {2}
dan hasilnya tetap sama, maka keput'trsan diserahkan kepada Pimpinan
$idang sesuai dengan mekanisme persidangan"

Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupatiatau Wakil Bupati dibuat
berita acara yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Teknis
serta saksi-saksi.

Calon Bupati dan Wakil Bupatiatau Wakil Bupatiyang terpilih selanjutnya
ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Calon Bupati dan Wakil Bupatiatau Wakil Bupatiyang terpilitr dan
ditetapkan, selanjutnya diajukan kepada Menteri Dalam Negeri melalui
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untr"lk di*ahkan dan selanjutnya
dilantik rnenjadi Bupati dan Wakil Bupatiatau Wakil Bupati.

Hasil Keputusan Rapat Paripurna tentang Persetujua:r dibuat berita acara
yang ditanda tangani oleh Pimpinan DPRD,

Pasal 151

Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150, dalam
rapat paripurna Pimpinan DPRD mengumumkan:
a. pengangkatan Bupati dan wakil Bupati; atau
b. pengangkatan wakil Bupati.

Pasal 152

Pimpinan DPRD menyampaiken usulan pengesahan pengangkatan dan
pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati kepada Menteri
melalui Gubemur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Bagian Kesembilan
Pengesahan Pengangkatan dan pelantikan

Pasal 153

Pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakii Bupati
terpilih dilakukan berdasarkan penetapan calon terpilih oleh Panitia Teknis
Pemilihan yang disampaikan oleh DPRD kepada Menteri Dalam Negeri
rnelalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah pusat.

Fengesahan pengangkatan Bupati dan V/akii Bupati atau Wakil tsupati
terpilih dilakukan oleh Menteri Datarn Negeri dalam waktrr paling tama t+
(empat belas) hari terhitung sejak tanggal usul dan berkas diterirna secara
lengkap.

(1)

(21

(3)

(4)

t5)

(6)

(7t

(1)

(2)
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Pasal 154

Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati yang
dalam Pasa1 lS3 ayat (U dilaksarrak*
perundang-undangan.

telah disahkan sebagairnana dimaksud
sesuai dengan ketentuan peraturan

calon wakil Bupati dilarang
pasangan calon atau calon.

(1)

(2)

Bagian Keseputruh
Larangan caion Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati

Pasal lSS

Calon Bupati dan wakil Bupati atau
mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai

CaJtln Bupati dan- wal<il Bupati atau calon wakil Bupati yang mengundurkandiri sejak ditetapkan sebagai pa$angan caion atau calon dikenakan sanksi
denda sebesar Rp 10.oo0.o00.00CI,00 {sepuluh milyar rupiah}.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat {21 akan ditetapkan dalam
Keputusan DPRD.

BAB XII

PELAKSANAAN TUGAS DAN WEIn/ENA$G LAIN YANO DIATUR DALAM
KETENTUAN PERATURAN P&RUNDANC.UNNANGAN

ketentuan peraturan
Pasal 4 ayat {2} huruf

(3)

(1)

Pasai 156

Tugas dan wewenang lain yang d"iatur dalam
perundang-undangan sebagaimana dirnaksu d dalamj, meliputi antara lain:
a' memberikan persetujuan terhadap rencana pemindahtanganan barangmilik daerah yang diajukan oleh Bupatiuntuk:

1. tanah dan/atau bangunan; atau
2. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari

Rp5.0OO.O0O.O00,- {lima miliar rupiah},
b. memberikan persetujuan terhadap' rencana penghapusan piutangDaerah yang diajukan oreh Bupati untuk- 3rimurr lebih dari

Rp5.000.000.OO0,0O {lima miliar rupiah}.

Bentuk pemindahtanganan barang mitik Daerah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a meliputi;
a. penjualan;
b. tukar menukar;
c. hibatr; atau
d. penyertaan modal pemerintah daerah.

Usul untuk memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah
sebagaimana dimaksud dalam ayai 1t; diajukan oleh Bupati,

Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat {r} huruf a dan huruf bdiberikan dalam bentuk Keputusan npnn.

t2l

(3)

(4)
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{s) Dalam rangka memperoleh Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dapat dibentuk Panitia Khusus yang bertugas membah*u rencana
p-ernindahtanganan barang milik daerah sebigaimana dimaksud pada ayat
{21 huruf a atau rencana penghapusan piutang Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat {2} huruf b.

Dalam melakukan pernbahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
Panitia Khusus mempedomani ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan terkait.

Tata cara dan mekanisme pembentukan Panitia Khusus sebagaimana
d"imaksud pada ayat {5} sesuai dengan mekanisme pembentukan Fanitia
Khusus untuk Peraturan Daerah.

Pemindahtanganan Barang Daerah berupa tanah dan/atau bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf a aagka 1 tidak memerlukan
persetujuan Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah, apabila:
a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kotai
b" h{us dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah

disediakan dalam dokumen p€nganggaran;
c. diperuntukkan bagi pegawai negeri;
d. diperuntukkan bagi kepentingall umum; atau
e. dikuasai negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah

berkekuatan hukum tetap danlatau berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan, yang jika statrrs kepemilikannya dipertahankan
tidak layak secara ekonomis.

BAB XIII

KODE ETIK
Pasal 157

DPRD menJrusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DpRD
selarna menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehorrnatan, citra,
dan kredibilitas DPRD.

Ketentuan mengenai Kode Otik sebagaimana dimaksud pada ayat {l} diatur
dengan Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

Peraturan DPRD tentang Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat {2}paling sedikit memuat ketentuan:
a. Pengerlian kode etik;
b" Tujuan kode etik;
c. Pengaturan mengenai:

i. ketaatan dalam melaksanakan sumpahljanji;
2. sikap dan perilaku enggota DpRD;
3. tata kerja Anggota DPRD;
4- tata hubungan antarpenyelenggara pemerintahan daerah;
5. tata hubungan antar-Anggota DpRD;
6. tata hubungan antara Anggota DPRD dan pihak lain;
7 . penyampaian pendapatn tanggapan, jarraban, dan sanggahan;
8. kewajiban Anggota DPRD;
9" larangan bagi Anggota DPRI);
10. hal-hal ya,,g tidak patut dilakukan oleh Arrggota DpRD;
11. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
L2. rehabilitasi.

(6)

t7t

(8)

(1)

(21

(3)
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BAB XIV
KONSULTASI DPRD

Pasal 158

(1) DPRD dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara
berjenjang.

(21 Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat {U diselenggarakan untuk
meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan lrewenarig DPR$"

Pasal 159

{U DPRD atau alat kelengkapan sebelum melaksanakan Kansultasi
mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua DPRD yang berisikan latar
belakang, maksud dan tujuan serta output yang akan dicapai.

tzl Pengajuan permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), harus
ditandatangani oleh salah satu pimpinan alat kelengkapan.

{3) Setiap anggota DPRD atau alat kelengkapan dalam melaksanakan
Konsultasi berdasarkan $urat Perintah T\.rgas dari ketua DPRD setelah
berkoordinasi dengan unsur pimpinan lainnya.

(al Jika ketua DpRD berhalangan, $urat Perintah Tugas sebagaimana
dimaksud ayat {3} dapat didelegasikan kepada unsur pimpinan lainnya.

Prosedur Honsultasi Alat Kelengkapan

Pasal 160

(U Alat kelengkapan menyampaikan pokok persoalan yang akan
dikonsultasikan ke Pirnpinan DPRD.

{2} Pokok persoalan sebagaimana dimaksud ayat {U yang disampaikan oleh alat
kelengkapan kepada Pimpinan DPRD harus ditandatangani oleh ketua dan
sekretaris.

t3) Atas pokok persoalan yang sebagaimana dimak*ud ayat {l} Pimpinan DPRD
mem pertimbangkan untuk persetujuan.

(4) Apabila pokok persoalan yang disampaikan alat kelengkapan tidak disetujui
Pimpinan DPRD, maka alat kelengkapan memperbaiki sebagaimana arahan
Pimpinan DPRD.

{5} Hasil persetujuan Pimpinan DPRD ditindaklanjuti melalui surat resmi DPRD
kepada instansi yang rnenjadi tujuan konsultasi.
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(11

Kunjungan Xerja
Pelaksanaan Kunjungan Kerja

Pasal 161

Kunjungan Kerja dapat dilakukan ke Kementerian, ProvinsiJawa Tengah
atau Provinsi lainnya atau KabupatenlKota di dalam wilayah provinsi
maupun diluar wilayah provinsi serta pada lembagalinstansi lainnya.

Kunjungan ke{a harus merancang tujuan, jumiah hari, jumlah titik dan
pelaksanaan secara tentatif {sesuai kebutuhan}.

Kunjungan kerja dilakukan atas nama alat kelengkapan/gabungan alat
kelengkapan.

Dikecualikan ketentuan ayat
Pirnpinan dan Anggota DpRD
DPRD.

(21

(3)

(4)

ts)

(21

t3)

(2) kunjungan kerja dapat dilaksanakan oleh
setelah mendapat persetujuan dari pimpinan

Kunjungan Kerja ditetapkan dalarn Rapat Badan
mengikat setiap Pimpinan dan Anggota DpRD"

Mu*ayawarah DPRD yang

Frosedur Kunjungan Kerja
Pasal 16?

Prosedur Kunjungan Kerja berlaku mutatis mutandis sebagaimana ketentuan
pasal 160.

Paoal 163

DPRD harus mengkonsultasikan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib
DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum dititapkan.

BAB XV

PELAYANAN ATAS PENOADUAN DAN
ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 164

Pirnpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, Anggota DPRD atau Fraksi di
DPRD menerima, menarrlFUng, menyerap, dan frenindaktanjuti pengaduan
dan aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan weivenang DpRD.

Pirnpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi di DpRDdapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi' masyarakat sesuai
kewenangannya.

Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengad.uan dan aspirasi masyarakat
kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan npnn yang terliait, atau Fraksi.

t1)
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(4) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi masyarakat
ditindaklanj uti dengan :

a. rapat dengar pendapat umum;
b. rapat dengar pendapat;
c. kunjungan kerja; atau
d. rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerja.

Pel"ayanan atas pengaduan dan aspirasi rnasyarakat dilaksanakan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaduan dan aspirasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (U
diperoleh mel.alui reses maupun diluar reses yang *isampait<an
langsung oleh masyarakat dan dituangkan da.larr:- pokok-pokok
DPR.I},

dapat

8e8Ual

dapat
secara

pikiran

BAB XVI

POKOK.POKOK PIKIRAN, PROCRAM DAN RENCANA KERJA DPRD

Bagian Kesatu
Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pasal 165

Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasa]
65 huruf a merupakan kajian permasalahan pernbangunan Daerah yang
diperoleh da-ri DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atarf
rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.

Pokok-pokok pikiran dihimpun melalui Fraksi-Fraksi yang selanjutnya
dirumuskan dalam daftar usulan aspirasi"

Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaima-na dimaksud pada ayat (t),
diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan
kapasitas riil anggaran"

Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah dokumen yang
tersedia sampai dengan saat rancangan awal disusun dan d.okumen tahun
sebelumnya yang belum ditelaah.

Hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar
permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh pimpinan DPRD.

Pokok-pokok pikiran DPRD seh'agaimana dimaksud pada ayat {1},disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD 
'i

Rencana Kerja Pemerintah Daerah ) dilakeanakan.

Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6),
dimasukkan kedalam e-ptonning bag1 Daerah yang telatr memiliki SIpD
{ Sistem Informasi Pemerintah Daerah},

Pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan setelah mele,srati batas waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat {6}, akan dijadikan bahan masukan pada
pen)rusunan perubahan RKPD ( Rencana Kerja Pemerintah Daerah ) ciasar
perubahan APBD tahun berjalan atau pada penJrusunan RKpD ( Rencana
Kerja Pemerintah Daerr*r ) tahun berikutnya.

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

(s)

(6)

{71

(8)
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(1)

t2l

Bagian Kedua
Program dan Rencana Kerja DpRn

Paragraf I
Program Kerja DPRD

Pasal I"66

DPRD menJrusun program kerja sesuai dengan ttrgas dan fungsi masing_masing alat kelengkapan DPRD.

(3)

(41

(s)

{6}

(71

(8)

(e)

(1)

disusun oleh
dan disetujui

Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk
program, kegiatan, dan indikator serta target capaian kinerja.

Penyusunan program, kegiatan, dan indikator serta targrt capaian kinerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dilakukai p*a* tahapan
perencanaan dan penganggaran.

Sekretaris DPRD melakukan harrnnnisasi dan konssiidasi usulan program,
kegiatan, dan indikator serta target capaian kinerja sebagaifuana
dimaksud pada ayat {4} ke dalam dokumen .rncana Perargkat Daerah dan
penganggaran Daerah.

sekretaris DPRD menyerahkan rancangarr akhir prCIgram kerja DFRD
kepada pimpinan DPRD untuk dib*has dalam rapat p*ilu*a.
Rapal sebagaimana dimaksud pada ayat t6) dilhkukan untuk
mendapatkan persetujuan dari. seluruh alat kelengkapan DpRD setelah
prCIses harmonisasi dan konsolidasi sel,esai.

ko_gr** keq'a_ ?PRD sebagaimana dirnaksud pada ayat t6) rnenjadi
pedoman bagi sekretariat Dewan dalam mendukung kegiatan DPRD.

frogram kerja PIRD menjadi bahan dalam penyr..rsunan Rencana strategis
Sekretariat DPRD.

paragraf Z
Rencana Kerja

Pasal 167

Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana keda alat
kelengkapan DPRD kepada pimpinan DPRD.

Rencana ke{a DPRD dalam bentuk prograrn dan daftar kegia.tan.

Daftar kegiatan sebagaimana pada ayat (2) antara lain:a. Pembahasan kebijal<an anggaran;
b. Pen5rusunan dan pembahasan rancangan peratr.lranc. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah

urusan;
d. kunjungan kerja;
e. penjaringan aspirasi masyarakat;

daerah;
sesuai bidang

Yogrr* kerja sebagaimana dimaksud pada ayat {Usekretarjat DPRD untuk dilaporkan kepada pimpinan nirnn
dalam rapat paripurna.

(2t

{3}
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(4t

(s)

(61

f. Reses
g. pengkajian, penelaahan, dan Sosialisasi perda;
h. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di

lingkungan DPRD;
i. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan;

dan
j. kegiatan lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan rnewenaJ]g DPRD

Dalam melalsanakan kegiatan pada ayat {3} hurlf a, huruf b, huruf c dan
huruf g dapat dilakukan pendampingan dengan lembaga lain atau
universitas yang memiliki kompetensi dibidangnya.

Pendampingan sebagairnana dimaksud pada ayat {4} didahu}ui dengan
perjanjian ke{a sarna"

Pirnpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada sekretaris
DPRD untuk dilakukan penyelarasan.

Hasil penyelarasan rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan
DPRD u:"ltuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.

Rencana keda DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna rnenjadi
pedoman bagi sekretariat DPRD dalam menJrusurl dokumen rencana dan
anggaran sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.

tq) Penetapan rencana kerja DPRD paling lambat tanggal 3O September tahun
berjalan.

(10) Dokumen rencana dan anggaran difonnulasikan oleh sekretariat dewan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang*undangan"

{i 1} Rencana kerja DPRD dianggarkan dalam ApBD.

t7l

(8)

tu

(21

Pasal 168

Alat kelengkapan DFRD menyampaikan hasil
dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.

Pimpinan DPRD mempubiikasikan ringkasan
ke{a kepada masyarakat pating sedikit setahun

pelak*anaan rencana keda

hasil pelaksanaan rencana
sekali.

BAB XVII

SURAT MEI\TYURAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal L69

Tata cara pencatatan surat masuk dan surat keluar eerta penangenan
selanjutnya baik surat yang bersifat terbuka, tertutup maupun rahasia, d.iu.t,.rt
oleh sekretaria t sesuai dengan peratura.n perundang-undangan.
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(1)

tzt

(3)

(1)

t2)

{3)

(1)

Bagian Kedua
Surat Masuk

Pasal ITA

Surat yang dialamatkan kepada DPRD diterima oleh Sekretariat dan segeradicatat serta diberi nomor agenda"

lyrat yang dialamatkan kepada fraksi dan yang diterima oleh sekretarjatdicatat serta diberi nomor agenda tanpa olnutsa dan diteruskan x*p*a*fraksi yang bersangkutan.

$urat rnasuk kecuali yang menyangkut tugas intern Sekretariat segeradijawab oleh sekretaris atas nama pimpin*rrbpnn, yang memberitahukankepada pengirim bahwa suratnya telah diterirna, dan apabila masalahnyasedang dalam proses pengolahan, hal ini dapat AiUeritatrukan kepadapengirim surat.

Pasal ITL

Surat masuk beserta surat jawaban, sebagaimana dimaksud dalam Fasal
1"70 ayat {2} disampaikan oieh sekretariat kepada pimpinan DPRD.

Pimpinan DPRD rnenentukan apakah surat masuk tersebut sesuai denganpemasalahannya _ry3 dita,ngani sendid atau diteruskan kepada alatkelengkapan lain DPRD atau pimpinan fraksi.

{nabi}a Pimpinan DPRD memandang perlu, surat mas,uk dapat diperbanyak
dan dibagikan kepada seluruh arrggota DFRD.

Pasal t7Z

Sekretariat alat kelengkapan DPRD setelah menerima surat, membuat
daftar penerimaan surat, yang memuat dengan singkat pokok isi surat, dansegera menyampaikan kepada pimpinan alat kelengi<apan DPRD yang
bersangkutan.

Pimpinan alat kelengkapan DPRD dalam Rapat Pimpinan mernbicarakan isisurat masuk serta cara penyelesaian selanjuinya.

Apabila Pimpinan DPRD memerlukan penjelasan tentang isi surat jawaban
sebagaimana dimaksud pada ayat (2|, masatrahnya akan Jini"**t",ri d..rg.r,Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD yang bersangkutan.

{z',,

(3)

Bagian Ketiga
Surat Keluar

Pasal 173

(1) Konsep surat jawaban danlatau tanggapan terhadap surat masuk yang
dibuat oleh alat kelengkapan DPRI) aisampailcan kepada pimpinan Opnl:
melalui Sekretariat.
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(21 Apabila isi surat.jawaban yw).&dibuat oleh alat kelengkapan DpRD disetujuioleh Fimpinan DPRD, surat lawaban tersebut segera dikirimkan *epaaaalamat yang bersangkutan.

t3) Apabila isi surat jawaban, sebagaimana dimaksud pada ayat (?) tidak
diSOtUiui oleh Hmpinan DPRO, maselehnya akan dibicarakan dengan
pimpinan alat kelengkapan DPRD yang bersangkutan.

(41 Apabila pembicaraan sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) tidak
menghasilkan kesepakatan, masalahnya diajukan kepada Badan
M usyawarah untuk di te ntukan pe nyele saiannya selanj utnya.

(u

(2t

(3)

{4)

(1)

(21

Fasal 174

Surat keluar, termasuk Surat Undangan Rapat DPRD, ditandatangani oleh
salah seorang Pirnpinan DPRD atau $etrrretaris atas narna Pimpinan DPRD.

Penyampaian undangan sebagairnana dimaksud ayat tl) kepada calon
peserta rapat dapat :

a. secara Iangsung per kurir;
b. melalui emeil a.tau elelrtronik l*innya;
c. melalui pe$an singkat resrni.

Pasal L75

Pengiriman sura.t keluar dilakukan nlelr Sekretariat.

Sebelum dikirimkan kepada alamat yang bersangkutan, Bemua surat keluar
dicatat dan diberi nomor agenda.

Sekretariat menyampaikan tembusan surat keluar kepada alat kelengkapan
DPRD yang bersangkutan dan kepada pihak yangdipandang perlu.

Apabila Pimpinan DPRD rnemandang perlu, surat keluar dapat diperbanyak
dan dibagikan kepada seluruh anggota DPRD.

Bagian Keernpat
Arsip Surat

Pasal L76

Tata cara penJrusunan arsip surat masuk dan surat keluar diatur oleh
sekretariat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAE} XVIII

LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Larangan

Paeal 177

Anggota DPRD dilarang meranglrap jabatan sebag*i;
a. Pejabat negara atau pejabat daera.h lainnya;
b. hakim pada badan peradilan; atau

a

{1}
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(21

(3)

(u

{2t

t1)

(2t

(3)

c' pegawai 
"*g:11_ 

sipil, anggnta Tentara Nasional IndonesialKepolisian
Negara Republik Indonesia, pegawai pada bad"an usaha *iri* negara,badan usaha milik daerah, *t*u badan lain yang *rrggrr*.,^y,
bersumber dari APBN/APBD.

Anggota DPRD dilarang rnelakukan pekedaan sebagai pejabat strukturalpada lembaga pendidikan, akuntan p.rllik, konsultan] advokat ataupengacara, notaris, dan pekerl*?n- lain yang ada hubungannya dengan
tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai anggota DpRD.
Anggota DPRD dilarang melakuka* korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Bagran Kedua
Sanksi

Pasal 178

Anggota DPRD yang tidak melaksanakan keurajiban sebagaimana
dimakeud dalam Pasal g9 dikenai eanksi berdasarkan keputusan badan
kehormatan.

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat {1} berupa:
a. teguran lisan; dan/atau
b. teguran tertulis.

BAB XIX

TATA CARA PERUBAHAN TATA TBRTIB

Pasal 179

Peraturan DFRD dapat dilakukan perubahan bitramana :

e, ,A.denyu penrbahan peraturen perundang-unda:rgan ya$g berlaku;
b. Situasi dan kondisi yang tidak relevan; dan
c" Itllemasukkan muata:r lokai.

usul perubahan peraturan tata tertib DPRD oleh Anggota DPRD dapat
diqiukan lebih dari 7: {setengah} dari jumlah anggota DPRD.

Usul perubahan yang berasal dari anggota DPRD, sebagaimana dimaksud
pada ayat t2l dengan penjelasannya, diajukan secar& tertulis kepada
Pimpinan DPRD yang disertai dengan daltar ra:na darr tand^atangan
pengusul serta nama fraksinya.

BAB XX

KETEIYTUAN LAtrN.LAIN

Pasal 18O

Angg<rta DPRD yang melakukan perjalanan keluar negeri harus terlebih
dahulu mendapatkan iein dari Menteri Dalam Negeri.

Tata cara pemberian izin sebagairnana dimaksud pad^a ayat {1} dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)

(2)
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Pasal 1"8l"

sekretaris DPRD *"jib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah
Pusat melaJui Bupati status hukum anggota DPRD yang lerfibat dalarn kasustindak pidana dengan tembusan disampaffan t *o*a* prrrrLri Dalarrr Negeri.

BAB }fiI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 182

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Peraturan DpRD Nomor 1 TahunZoLg tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagai*"ru telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Peraturan DPRD Nomor l*Tahun za2} tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang TataTertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dicabut dan dinyitakantidak berlaku-

Pasal 183

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ?ata Tertib ini, sepanjang mengenaipeiaksanaannya, ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dengan memperhatikan
pertimbangan Badan Musyawarah serta memperhatikan ietentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 184

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal dtundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengtrndarlgan peraluran
DPRD ini dengan penempatannya dalam BeritaDaerah kabipaten Rerrrbang.

Ditetapkan di Rernbang
pada tanggal Septermber 2024

KDTUA DEW PERWAKILAN RAKYAT
DAERAHKAB ATEN REMBANG,

ABD ROUF

Diundangkan di Rembang pada tanggal ZAZ4

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN RBMBANG,

FACHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN RBMBA}IC TAHUN 2O24NOMOR
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Demikian laporan dari kami sebagai rim penyusun dalam
membahas Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1

Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang dalam
menyusun dan membahasnya.

Wassalamualaikum. Wr. Wb

Rembang, 19 September 2024
TIM PEI{YUSUN RANCANGAN PERATURAN

DPRD KABUPATEN REMBANG

Ketua Wakil Ketua

PUJI SANTOSO.S.P,M.H. ILYAS
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PIMPTNAI{ DE}YA?{ PSftWAKILAN EA}flTA? I}AERAH KASUPA?EN REMBANG
FHSW HS; *ggr'.+ fert*;fff

KEPU?USAI\T PIMPIIqAH SSMST!}?ARA NEWAS PEREVAKILA$ A&KYAT T}AERAH
KABUFA?EH REIHH*IfS

hIOb[OR 6 TAHUN 2021

TBNT&N{}

PERUBA.HAF{ ATAS LAMPIRAN KEPU?USAH PIMPI$AIY SEME$T&RA I\TOMOR 4
TAH LJ }{ 2*24 ?SN?-q}ir; PSNGU&4UMA$ F'EAS-$I-FRAKSI DEWAF{ PERWAKILA}{
RAT{YAT DA&RAH KABUPATE}I REMBANC MASA JABATAN TAHUI{ 2A24-2A2g

PX MFIF.I&tr SEMEHTEEA DE$TAI+ PSRIE"AKIL&$ R'.IflTA? SAEEAH
KABUPA"EN REMBANG,

Menirnbang : a" bahqia krdasarkan surat dari DPC Fartai Kebangkitan Bangsa
Nonror 26i 13PC-03/A.?i Lx/ z*24 tanggat 1 i seprember tahun2*24, Drc Partai K*bargkit*n B*ng*a r***yan:paikan
perubahan susunan pada Fraksi Fartai Kebangkitan eangsa
ilpRS Kabupaterr Eembang rna*a jaharan ?ahun 2ts?.a-Z{}29;

b. bahwa berdasarkan surat dari DPC Fartai Kebangkitan Bang*a
Fiocrlor ?61/Drc-ffi14.?/IX/ZS?4 tar:gga} 1 1 Septernber ?ahun
2Q24, *PC Partai K*bar:rgfuitan Bangsa maka lampiran
K*putusax Pinapin*.n $emente.ra h[*s**r 4 tahun z*24 tentang
Pengurnuxrian Fmksi Fraksi IlPfts Kabupatra fternbang masa
jabataa 2A24-2*29 perlu diubah;

c. bahwa sesuai dengan Peratur*n Peraerintah Xamcr 12 ?ahun
2*t 8 Pa*al 12* a}'at {7i menya{akan bah*-a pembentukan
Fraksi dilaporkan kepada Piaapinan DPRD uatuk diumumkan
dalam rapat paripurna dan pada Pasal 1.22 ayat i3) pirnpinan
frak&i yerr$ t*iah terbent*k ditap*rka* kep*da Firnpiaaa CIFRD
untuk diun:umkan daiarn rapat p*ripurna;

c- bahwa sebegaimana prtimbanga* di::naksud pada huruf a ,huruf b, dan huruf c raaka perlu menetapkan Keputusan
Fimpinan Se*rerata"r'a tentx.r:g Perui:a"han a.tas la_upiran
Keputusan Fimpi*an eementara rlomgr 4 tahun z*t+ tentang
Pengumum&$ Fraksi Frakej llewan Perwakiian Rakyat
ikbapaten ftemfoang Ma*a iahatan t'*hr.rn 2*?4 - Z*Z*;

Mengingat : I. Undang-Undang N*mor 13 Tahun 195S tentang Pe.rnbentukan
*a*rah-{la*rah l{efoupeter: *la}am Lingkungan Prcpin*i *jawa
Te*gah;

*- uadang:"ttndang Hcmcr 2 T'ahun 2st1& tentm,&g Fa.rtai politik
sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor Z
T*hl:n t*l}. t*trta*g pcrubahan lrt** undanrunda*s l{sm*r 2



3. undar:g lJ***ng F{omor 23 Tahun f*i4 tenta:rg pemerintahan
Daerah {I-ennbaran Negara Repuhtrik Indonesia Tahun zal4
Ncr*cr ?44, Tambahan l,embaran ffegara Republik Indonesia
ItFom*r 558T s*bagairnana teiah beberapa kati diubah terakhir
dengan undang*undang Ncmor 6 Ta.hun gozS tentang
Feaetapar: Ferafuran tremerintah p*ngganti undaag-u*daa!
Naraor 2 Tahun 2a22 hntang cipta Kerja Menjadi -undangl
{.!ndaag {Ixmbararr Negara Repubiik Indanesia Tahun tsz}
Nomor 41, ?ambatran l,embaran Hegara Repubtik ladonesia
Nomor 6856h

Peraturan Pemerintah Nomcr i2 Tahun 2oi8 tentang pedoman
Pen3iusunan: Tata Tertit_: *ewan P erwakilax Ralqfit ilaerah
Pravir:si, Kab*.paten, dan K*ta;

surat DPC Fartai Kebangkitan Bangsa Nornor 261/Dpc-
*3/A-2/*{ f 2*24 tanggal I t $*pr**nber ?*?a perf}:at Ferubahan
Susunan Fraksi PKts:

MEMUTU$KAI*I:

Perubaha* atas l,ampiran Keputusan Pirapi*an sementara
I{<rrror 4 Ta}rua 2*24 Tentacg Pengurnur$an Fraksi-Fraksi
IiFRD Kabr.rpatea Rembang Masa iabatan Tahun ?t)zq * ztzg
sebagaimana tersebut dalam larnpiran keputusan ini,

Keputusan ini beriaku pada tanggai ditetapkan.

Ditetapka:: Ci Rernhang.
tar:g l 13 Septeanber 2024

4.

Memperhatikan :

Menetapkan
KESATIJ

ttnht ! t
T1.III.JUA

DIhi{DIl\Ti I\I T\DDni llsil lllr tl i Ul l\s

PATEN REMBANG



I*mpiran : Perubahan atas Keputusan pimpinan
Sementara Narnor 4 Tahun z*Zq Tbntang
n-._--irengurhn*idur Fraksi*ffiirsi Dewan perwaiciian
Ratcyat Daerah Kabupaten Remkng Masa
Jabataa ?at.un t$14-t0tg
Nsmor : 6 Tatrunh0iz4
Tanggal : 13 September 2Ot4

SU$UNAN KEANGGOTAAN FRAKSI-FRAKSI DPRD
KASUP#rEN RSMBAI{(} MASA J&SEIAN TAHUI{ ?024-2O3q

1. FRAKSI PAR?AI PEftSA?UAI{ PEMBANGUT,IAN

KETUA

WAKTT KETUA

SEKRE?ARI$

ANGGOTA

2. FRAKSI PAR?SI

KETUA

SIAKSL KSTUA

SEXRETARIS

ANGGOTA

3. FRAI($I PA.RTAI

KETUA

WAKTL KS?UA

SEKRETARIS

AI{fi{ifi?:{

SUMARDI

H. MUHAMMAB ROFI'I

&SS$L MUTD

1, !{1T{A DIANA

?. *{. SUPTIDI

$. H" EBDUL RSUF

4. H,nd, fttuRsYir,$.T.

5, M. LU?FI AFIFI

KEBAI$GKITAN BA!,IGSA

: ILYAS

: SUPA{}J

: JSKO SUWffO, S"S

; 1. H. BISFI CHOLIL LAQOUF

T. MESIJCHAN, SE,M,M

3, NASIRUDIN, S.

4. AHTdAD LUTFI AzuFift-

5. MUFIAMMAD IMRON

DSI'{OKRASI IN}OI\IE$IA PBR,.IUAI{CA}.I

ADI PURWOTO

NUR S,&HID

M,RSKTB,S.Pd

1. RID?F&H , SH. hdH,

2. LAEL& UTARI 1df,$M

3. DOlilrY HURI'IIAWA$,$.8., M"M
4_ H,Wlp*tr*usF{



5. FRAKSI FARTAI HA$$EM BERKARYA

KETUA

WAKIL }TETUA

SEKRETARIS

A3-I{iGt}?e

4. FRAKSI DEMOKRAT

T(ETTIA

WAKIL KgruA
SEKRETERI$

A}ICG#?A

6. FRAKSI HAI{URA AIT{AT'.IAH

KETUA

WAKTL KETXJA

SEKRETARI$

AbTT*G?A

FARLAN,S.Fd.I

JQKO SUPRTHADI,S.H

TdUHAMMAD KUMOROHADI. S.?h"I
! H rIIIldAq.TI.IQE'u9t14rvtrlru.u.

2. H. ACHMAD ZAMHURI,S.H.

3. AHM*I) SHOSIQT$,SH

4. MUGTyAE?O"ST

5. PUJT SAI{TOSO,SP,MH

; H. YATIS ABDUL ZAENAL

: KHAbII*, S"E.,$Y

: SUSTIYONO
- 1 !t fit?nn*f: i. H. IiUPiTiYADi EKO PRAPTOfoIO,S.E

2.,.+B$A$?O

3. PRTSA IRIAF{I

4. M,4.SHADI,S.Pd,MM

5. MARYONO

DUMANTYONO,S.H.

$&I{I}A}IA FAKHULL&H SARKASI

I'IUR ARSA IRFANA,S,M

:. H. I{C}H.NUfii{4SAN,S.fi ,MH

?. RUMINI

3. SAHI{1i{*SIH,S.E

Ftri$FINAN DPR*



BEY$ATI PEfrTSAI{ILAT.I frAITYAT T}AERAH

IfiBUPATEil frEilBAI*G
Jl. Dipmegoro No. 88 Tdp iS295)CSI1S4 Fax (02S$) 6S32S0

smail :setdprd@rembmgkb.go. id

RrffitAr*s

BERITA ACARA
Ff;NGUMUMAH TE*USAHA;{ PIMPtilAN DAN AFIGGOTA

rRAK$I PARIAI HESANGKITA$ BANGSA
Nsrror : lffi"l1 .7Lf l2OZ*

Pada hari ini Kamis tanggal sernbilan helas bulan September tahun dua ribu dua puluh

empat, dalam p*lakrnaafi rirpat Baripurna Persetujuan ftancangan Feraturan DFRD tentang
Tata Tertib DFRD l{abupaten Rembang telah dilaksanakan psngurnuman Perubahan pirnpinan

dan Anggata Frak*i Farrai i(ebangkit*n ssngsa.

Atas dasar surat Pimpinan DPC Partai Kebangkitan Bangsa No'mor : 251/DpC-
03/A.2ltVI0?4 Tangal ll September ?S24, dengan meruiuk Pasal Fasal 12S ayat {}} dan Pasal
122 ayat (3) Peraturan Pernerintah Ncnnor 12 Tahun 2CI18, diumumka* oleh pirnpinan rapat
perubahan susunan Pimpin*n da* Anggota FraksiFartai Kebangkitan Bangsa sebagai berikut :

- Ketua
- lr$akitKetua
- Sekretaris
- Anggota

Ilyas

Supadi

Joko Suwito, SE

1. Bisri Chotil Laqouf
2. Maslichan,Sf,, tutM
3. Nasirudin, S.Si

4. Ahmad Lutfy Arifrn, 5T

5. Muhammad lrnron.

Demikian Berita Acara inidibuat untuk dipergunakan sebagaimana rnestinya.

DEWAI{ PESWAI{ITAN ftAKYAT DATftAH


